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ABSTRAK

Terdapat perbedaan teori bai’ al-murabahah dari fikih klasik dan fikih
kontemporer. Fikih klasik mengatakan bahwa bai’ al-murabahah merupakan jual
beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan menambahkan
keuntungan atas barang dari harga awal pembelian, sedang teori fikih
kontemporer mengatakan teori baru dalam hal bai’ al-murabahah. Bentuknya
adalah transaksi pembiayaan jual beli murabahah dengan ‘urbin (uang muka). Di
seluruh perbankan maupun lembaga keuangan syariah baik bank maupun non-
bank telah menerapkan dan menajalankannya, salah satunya KSU BMT Mentari
Bumi Purbalingga. Dan telah diatur dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI, yakni
fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dan fatwa
DSN-MUI Nomor 13/DSN-MUI/XII1/2000 tentang Uang Muka Dalam
Murabahah. Sedangkan dalam konsep teori fikih klasik istilah ‘urbiin adalah akad
jual beli (yakni bai’ al- ‘urbiin), adapun hukumnya menjadi perdebatan para ulama
klasik. Sehingga penelitian ini mengangkat permasalahan bagaimana ‘urbian
(uang muka) berjalan dalam pembiayaan murabakah serta bagaimana hukumnya
menurut kacamata hukum Islam.

Objek penelitian ini adalah penerapan ‘urbin/ uang muka dalam
pembiayaan murabakah. Adapun jenisnya adalah penelitian lapangan (field
research), dengan metode observasi, wawancara, serta dokumentasi. Sedangkan
teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Kemudian dianalisis
dengan metode deskriptif-normatif-analisis.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pembiayaan murabahah dengan
‘urbin (uang muka) di KSU BMT Mentari Bumi Purbalingga lazim digunakan di
BMT tersebut khususnya dan umumnya di seluruh perbankan dan lembaga
keuangan syariah, mengingat pembiayaan murabahah dengan ‘urbun (uUang
muka) telah diatur dalam Fatwa DSN MUI, yakni fatwa DSN-MUI Nomor
04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dan fatwa DSN-MUI Nomor 13/DSN-
MUI/X111/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah. Sedangkan kontroversi
hukum ‘urbin oleh para ulama mereka sama-sama berpegang pada hadis, dimana
status hadis tersebut adalah sama-sama da'if. Sedangkan hadis da’if tidak dapat
dijadikan sandaran hukum.

Kata kunci : Hukum Islam, Pembiayaan, Murabahah, ‘Urbin, Uang Muka.
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“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.”
(Q.S : al-Maidah [5] : 1)
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
‘ Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< ba' B Be
< ta' T Te
< Sa S es (dengan titik di atas)
T Jim J Je
T H H ha (dengan titik di bawah)
< kha' Kh ka dan ha
> Dal D De
3 Zal Z zet (dengan titik di atas)
B) ra R Er
) Zai Z Zet
Ny Sin S Es
iy Syin Sy es dan ye
N Sad S es (dengan titik di bawah)
N Dad D de (dengan titik di bawah)
b ta' T te (dengan titik di bawah)
b Za 7 zet (dengan titik di bawah)
4 Ain Koma terbalik ke atas
¢ Gain G Ge
< fa' F Ef
@ Qaf Q Qi
o Kaf K Ka
J Lam L El
¢ Mim M Em
© Nun N En

vii




2 Waw W W
¢ ha' H Ha
s Hamzah ' Apostrof
¢ ya' y' Ye
B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek,
vokal rangkap dan vokal Panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat

yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tanda Nama Huruf Latin Nama
& Fathah Fathah A
Kasrah Kasrah I
Dammah dammah u

. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Nama Hur_uf Nama Contoh Ditulis
Latin
Fathah dan ya’ Ai adani oS Bainakum
Fathah dan .
Waws Au adanu J# Qaul

. Vokal Panjang

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat atau

huruf, transliterasinya sebagai berikut :

vii




Fathah + alif ditulis a

Contoh &kl ditulis jahiliyyah

Fathah + ya’ ditulis a

Contoh s ditulis tansa

Kasrah + ya’ mati ditulis 1

Contoh g5 ditulis karim

Dammah + wawu mati ditulis

Contoh _e2 ditulis furid

Ta’> Marbitah

1. Bila dimatikan, ditulis h :

FIRes

Ditulis sZikmah

o

Ditulis jizyah

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t :

& dexs

Ditulis ni ' matullah

3. Bila marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al,

bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan h (h).

JubYl iz, raudah al-atfal
a3 Ayl Al-Madinah al-Munawwarah
Syaddah (Tasydid)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap :

33dase Ditulis muta’addidah
ile Ditulis ‘iddah
Kata Sandang Alif + Lam
1. bila diikuti huruf Qomariyah
LSS Ditulis al-hukm
. Ditulis al-galam




2. bila diikuti huruf Syamsiyyah

sloedl

Ditulis as-sama

Gylalt

Ditulis at-tariq

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh :

) Ditulis syai 'un
dsb Ditulis ta khuzu
gl Ditulis umirtu

G. Singkatan
Q.S
Him
DIl
Dkk

IAIN

: Qur’an Surat

: Halaman

: Dan lain-lain

: Dan kawan-kawan

: Institut Agama Islam Negeri
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi suatu negara memerlukan program yang
terencana dan terarah serta membutuhkan modal atau dana pembangunan
yang tidak sedikit. Tidaklah mengherankan apabila pemerintahan dalam
suatu negara terus menerus melakukan upaya peningkatan pertumbuhan
ekonomi melalui perbaikan dan peningkatan kinerja bank sebagai lembaga
keuangan dan lokomotif pembangunan ekonomi. Lembaga keuangan bank
yang mempunyai peranan Yyang strategis dalam membangun suatu
perekonomian negeri. Salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu
negara adalah adanya dukungan dari sistem keuangan yang sehat dan stabil.*

Di sisi lain tumbuh kembangnya ekonomi negara dapat
mendongkrak kemajuan ekonomi suatu negara itu sendiri. Wahbah az-
Zuhaili ekonomi mengatakan bahwa sangat berpengaruh terhadap umat atau
bangsa dalam semua aspek atau bidang, baik militer, politik, produk
undang-undang maupun sosial. Ekonomi yang kuat adalah simbol kemajuan,

kekuatan, kebesaran, kedaulatan suatu bangsa. Sedangkan ekonomi yang

! Muhammad Aqib Hammadi, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Preferensi Nasabah
Terhadap Kualitas Pelayanan Bank Syariah pada PT. BPRS Formes Sleman Yogyakarta”, Jurnal
limiah Mahasiswa (Purwokerto : Lembaga Kajian dan Pemberdayaan Mahasiswa IAIN
Purwokerto, Bol. 4 No. 1, Januari, 2015), him. 56.



lemah merupakan simbol suatu keterbelakangan, ketertinggalan,
kemrosotan, dan kelemahan suatu bangsa.’

Sistem hukum ekonomi Islam berpijak pada 3 (tiga) hal pokok, yakni
kepemilikan, pengolahan, dan distribusi kekayaan. Ketiganya menjadi dasar
pemikiran dalam menciptakan sistem ekonomi Islam.® Wahbah az-Zuhailt
berpendapat landasan pemikiran Islam sebagai sebuah pemikiran atau
konsepsi yang berlandaskan pada keimanan kepada Allah SWT, serta
perhitungan dan pertanggungjawaban hari akhir, bahwa takut kepada Allah
SWT, mengharapkan keridhaan-Nya dan komitmen terhadap ajaran-ajaran
Islam itulah yang membentuk corak hubungan di antara individu dan yang
menentukan garis perjalanan suatu masyarakat.*

Indonesia sejak tahun 1992 mulai mendapatkan perhatian penuh dari
segi perekonomian Islam. Perkembangan perbankan Syariah di Indonesia
telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Perkembangan ini
terjadi baik dalam aspek institusi maupun dalam aspek regulasinya.
Perkembangan institusi ditunjukan oleh banyaknya bank Syariah yang
berdiri, sedangkan perkembangan regulasi ditunjukan oleh adanya peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang perbankan Syariah.”

Eksistensi perbankan Syariah pun mulai dibarengi dengan

bermunculnya lembaga-lembaga keuangan yang menjunjung nilai-nilai

2 Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Zsiami wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk
(Jakarta : Gema Insani, 2011), VII, him. 27.

® Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2010),
him. 70-71.

* Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Isiamz, VII, him. 31.

% Yadi Janwari, “Penerapan Prinsip Tadrij dalam Regulasi Perbankan Syariah”, Jurnal
(Purwokerto : APIS, Vol. VI. 2, Juli 2012), him. 308.



ajaran Islam, di antaranya dalam bentuk koperasi Syariah, BMT (Baitul Mal
wa Tamwil) dan lembaga keuangan syariah lainnya. Keharaman akan ribg,
gharar, maysir sebagai alasan untuk mengubah paradigma positivisme
menjadi humanisme. Adapun sumber utama al-Qur’an dan sunnah sebagai
landasan dalam menjalankan segala sistem guna mencapai tujuan
perekonomian yang baik.

Salah satu faktor pendukung kemajuan suatu bangsa yakni
sumbangsih atas sistem perekonomian yang baik. Bahwa saat ini dalam
perbankan Islam mulai memberikan kontribusi kepada sistem perekonomian
yang baik, salah satunya usaha yang dilakukan adalah melalui produk-
produk pembiayaan dalam perbankan Islam. Disebutkan dalam Pasal 7 poin
(m) UU Nomor 10 Tahun 1998 bahwa salah satu jenis usaha bank adalah
“menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan
prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia”. Bahwa atas kebijakan tersebut undang-undang memberikan
keluasan terhadap perbankan Syariah untuk mengembangkan produk
pembiayaan bagi hasil lainnya, selain pembiayaan mudharabah dan
musyarakah. Bentuk pembiayaan yang dapat dimungkinkan adalah
pembiayaan jual beli murabahah. Karena pembiayaan murabahah dapat
mengahasilkan margin yang dapat dilakukan secara konsep bagi hasil.®

Terdapatnya aturan yang mengatur secara khusus terhadap

berjalannya perbankan Syariah di Indonesia, menjadikan para investor di

® Ibid., him. 311.



Indonesia berlomba-lomba mendirikan usaha dalam dunia perbankan
berbasis syariah. Salah satunya lembaga keuangan bernama KSU BMT
Mentari Bumi Purbalingga sebagai contoh lembaga keuangan syariah non-
bank yang mampu berdiri secara mandiri. Bahwa sejak tahun 1999,
bermodalkan dari dana sebesar Rp 23.500.000,- kini omsetnya telah bernilai
milyaran. Eksistensinya kini dapat bersaing dengan perbankan
konvensional.” Inilah salah satu bukti sumbangsih kepada negara atas sistem
perekonomian yang baik.

Bahwa KSU BMT Mentari Purbalingga berusaha membangun
lembaga keuangan yang baik serta berprinsip kepada aturan syariah. Hal
tersebut diwujudkan dengan manajemen yang baik, baik dari segi SDM
yang mumpuni, mengedepankan moralitas yang menjunjung tinggi nilai-
nilai Islam. Oleh karena itu KSU BMT Mentari Purbalingga menjadi BMT
terbaik di Purbalingga menurut penilaian dinas Koperasi Purbalingga,
adapun prestasinya tersebut dihasilkan atas kedispilinan dalam pembukuan
setiap tahunnya dan tertib dalam administasi.?

Kebutuhan umat atau nasabah yang semakin beragam (dinamis) di
era kontemporer ini, menimbulkan munculnya bentuk transaksi baru di
dunia perbankan dan lembaga keuangan syariah. Bentuk transaksinya adalah
sebagai jawaban atas kebutuhan umat yang membutuhkan kepastian payung

hukum di setiap transaksinya. Salah satu teori baru dalam transaksi

7 Sumber : hasil wawancara dengan Wahyu Triwibowo selaku Kepala Divisi Accounting
Officer pada Hari Kamis tanggal 15 Februari 2018, pukul 14 : 00 WIB.

& Sumber : hasil wawancara dengan Wahyu Triwibowo selaku Kepala Divisi Accounting
Officer pada Hari Kamis tanggal 15 Februari 2018, pukul 14 : 00 WIB.



muamalah di perbankan dan lembaga keuangan syariah yakni pada
pembiayaan murabahah yang dapat dilakukan dengan ‘urbiin (uang muka).
Dan pembiayaan tersebut tertuang dalam aturan Fatwa DSN-MUI. Fatwa
tersebut adalah fatwa DSN MUI No : 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Murabahah dan fatwa DSN MUI No : 13/DSN-MUI/XII1/2000 tentang
Uang Muka dalam Murabahah.

Dalam fikih, jual beli murabahah merupakan jenis jual beli yang
memiliki spesifikasi tertentu. Yaitu menjual barang sesuai dengan harga
pembelian, dengan menambahkan keuntungan tertentu, atau meminta
keuntungan sesuai dengan presentase tertentu. Serta dengan syarat kedua
belah pihak (penjual dan pembeli) mengetahui modal yang dikeluarkan
penjual.’

Sedangkan ‘urbin Menurut keterangan Wahyu Triwibowo selaku
Kepala Divisi Accounting Officer di KSU BMT Mentari Bumi menjelaskan
suatu istilah penamaan DP (Down Payment) atau uang muka dalam bahasa
arab yang lazim digunakan sebagai istilah dalam pembiayaan murabahah di
KSU BMT Mentari Bumi Purbalingga.”® Atau sebagian uang sebagai harga
yang disepakati dalam akad jual beli atau sewa menyewa yang dibayarkan di

awal.!!

Wahbah az-Zuhailt menyebutnya jual beli ‘urbin (bai’ al- ‘urbin).
Sebenarnya perbankan Islam mengadopsi istilah fikih lalu dijadikan suatu

istilah yang lazim di dunia perbankan Islam.

% Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Isiamr, V, him. 357.

1% Sumber : hasil wawancara dengan Wahyu Triwibowo selaku Kepala Divisi Accounting
Officer pada Hari Kamis tanggal 15 Februari 2018, pukul 14 : 00 WIB.

1 Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah (Jakarta : PT Gramedia Pustaka
Utama, 2010), him. 875



Menurut ulama fikih kontemporer yakni Wahbah az-Zuhaili
memberikan definisi yang lengkap terhadap ‘wrbiin. Menurutnya ada enam
(bentuk bacaan) dalam cara pengucapan kata o=\, Tiga di antaranya yang
paling fasih, yaitu ‘urbiin, ‘arabiin, dan ‘urban. Kata ‘urbin (uang muka)
pada dasarnya adalah bahasa non-Arab yang sudah mengalami arabisasi.
Adapun arti dasar kata ‘urbin dalam bahasa Arab adalah meminjamkan dan
memajukan.

Adapun yang dimaksud jual beli ‘urbin adalah seseorang membeli
sebuah barang lalu ia membayar satu dirham saja atau sebagian kecil dari
harga barang kepada penjual, dengan syarat jika jual beli dilanjutkan maka
satu dirham yang telah dibayarkan itu akan terhitung sebagai bagian dari
harga. Namun, apabila tidak terjadi jual beli, maka satu dirham yang telah
dibayar akan menjadi pemberian (hibah) bagi penjual.”12

Sedangkan di dalam bentuk jual beli murabahah sendiri tidak
mengenal adanya bentuk ‘urbin (uang muka). Karena jika dilihat ‘urbin

dengan murabahah merupakan dua konsep jual beli yang berbeda

karakteristik. Dalam kaidah fighiyyah disebutkan bahwa :
1325 5 ool e s askigs e ol 5 a3l 3 oYl
“Bahwa asal dalam melakukan transaksi dan muamalah itu adalah sah
sehingga sampai adanya dalil yang menunjukkan batal dan keharaman

akad tersebut.”

Bahkan Allah SWT, berfirman :

12 \Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami, V/, him. 118-119.
3 Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, I'lam al-Mutawagi’in (Riyad : Dar Ibnu al-Jauziyyah, 1423
H), 11, him. 107.
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“Padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba.”** (Q.S : al-Bagarah [2] : 275).
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“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian makan harta
diantara kalian dengan cara yang batil (illegal), kecuali dengan jalan
perniagaan yang didasarkan pada rela sama rela diantara kalian.”™
(Q.S : an-Nissa [4] : 29).

Sedangkan ayat yang kedua berisi tentang larangan kepada orang
yang beriman untuk memakan harta orang lain dengan cara yang baril,
sekaligus menganjurkan untuk melakukan perniagaan atas dasar saling rida.
Murabahah termasuk ke dalam akad jual beli namun tidak terdapat ayat al-
Qur’an yang berbicara khusus mengenai murabakah, akan tetapi didasarkan
pada keumuman dalil jual beli dalam al-Qur’an.*®

Dalam fikih hukum daripada bai al-‘urbizn menjadi perdebatan para
ulama fugaha. Jumhur fugaha selain mazhab Hanbali, berpendapat bahwa
bai al-‘urbzn dilarang berdasarkan hadis Nabi SAW. Sedangkan mazhab
Hanbali perpendapat sebaliknya, bahwa bai’ al-‘urbazn diperbolehkan
berdasarkan hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Zaid bin Aslam serta
perilaku sahabat Umar bin Khattab r.a. yang diriwayatkan oleh Nafi’ bin

‘Abd al-Harits. Jumhur fugaha melarang bai’ al-‘urbin dengan alasan

bahwa sebab dalam jual beli semacam ini terdapat dua syarat yang batal,

4 Departemen Agama R, al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung : CV Penerbit J-ART,
2005), him. 48.

> Departemen Agama RI, al-Qur’an, him. 84.

% Yazid Afandi, Figh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan
Syariah (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), him. 87-88.



yaitu syarat hibah dan syarat mengembalikan barang jika tidak sesuai.'’
Sedangkan dalil yang mereka gunakan adalah hadis yang Nabi SAW, yang
diriwayatkan oleh Imam Malik dalam al-Muwaththa dan Ibnu Majah dalam

Sunan Ibnu Majah:

RN
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“Telah meriwayatkan Yahya dari Malik ibn Anas, dari seorang yang

tsigah’®, dari ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya
sesungguhnya Rasulullah SAW, telah melarang jual beli ‘urbiin.”

A s
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“Telah diriwayatkan kepada kami Hisyam bin ‘Ammar. Telah
diriwayatkan kepada kami Malik bin Anas. Berkata : Jelaskanlah
kepadaku dari ‘Amr dari ayahnya, dari kakeknya, sesungguhnya Nabi
SAW, melarang jual beli dengan cara memberikan uang muka.”
Sedangkan dalil yang digunakan oleh mazhab Hanbali yang
diriwayatkan dari Nafi’ bin ‘Abd al-Harits tentang sahabat Umar bin

Khattab r.a. beliau berkata :

" Wahbah az-Zuhaili, Fikih Imam asy-Syafi’i, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz
(Jakarta : Almahira, 2010), I, him. 643.

'8 Imam Malik ibn Anas, al-Muwaththa (Mesir : Dar al-Hadis, 2001), him. 438.

19 Tsigah dalam ilmu hadis adalah gabungan dari kata ‘adil/ dan dabit. ‘Adil menurut
pendapat para ulama ialah suatu sifat seseorang yang berkaitan dengan tenaga jiwa (malakah) yang
mendorong seseorang tetap berlaku tagwa dan memelihara ma’ruah. Taqwa ialah tidak
mengerjakan pekerjaan-pekerjaan maksiat, syirik, fasiq, dan bid’ah. Adapun ma’ruah ialah
membersihkan dari segala macam perangai yang kurang baik seperti buang air besar di tengah
jalan. Sedangkan yang dimaksud dengan dabit adalah kekuatan seseorang dalam ingatan/ kokoh
ingatan, yakni sempurna ingatannya sejak ia menerima hadisnya dan dapat meriwayatkannya
setiap saat. Dalam Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar llmu Hadis
(Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2009), him. 177.

20 Abii Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qaswini Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah
(Bairat. : Dar al-Fikr, 2004), I, him. 689.
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“Nafi” bin ‘Abd al-Harits membelikan rumah penjara untuk sahabat
Umar dari Safyan bin Umayah seharga empat ribu dirham, jikalau
sahabat Umar rida maka jual beli diteruskan, jika tidak rida maka batal
dan Safyan mendapatkan empat ratus dirham.
Dan dari cerita ini Imam Ahmad berpendapat tidak apa-apa jual beli
dengan uang muka karena sahabat Umar pernah melakukannya.”
Serta hadis mursal® yang diriwayatkan oleh ‘Abd ar-Razzaq dari Zaid bin
Aslam, beliau berkata :
A Jo dn Jug ey s 8 LT g cas 2 aitas 3 ORI Al
23,(’.3\145 ot 3 oAl o2 o gl
“Hadis yang dikeluarkan oleh ‘Abd ar-Razzaq di dalam musnafnya dari
hadis Zaid bin Aslam bahwasanya (Rasulullah SAW, pernah ditanya,
tentang  ‘wrbun dalam jual beli, maka Rasulullah SAW,
menghalalkannya)”
Menurut Wahbah az-Zuhaili bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan
dalam kasus jual beli uang muka (bai’ al- ‘urbiin), baik yang dikemukakan
pihak yang pro maupun kontra tidak ada satupun hadis sakik.** Sedangkan

mengapa ‘urbun (uang muka) dapat diterapkan pada pembiayaan jual beli

murabahah.

2! \Wahbah az-Zuhaili, Bai’ al- ‘urbiin (Damasykus : Dar al-Maktabi, 2000 M-1420 H),
him. 6.

22 Mursal adalah hadis yang bersambung sanadnya kepada tabi’iy, lalu rabi’iy tidak
menyebut nama sakabi yang meriwayatkan hadis kepadanya, hanya langsung menyebut nama
Nabi dan apabila sanad itu terputus sebelum sakabi, baik tabi’iy, ataupun selainnya, dinamailah
munqayi” kalau seorang, dinamai mu’dhal, kalau dua orang. Dalam Teungku Muhammad Hasbi
ash-Shiddieqy, Sejarah, him. 159.

23 \Wahbah az-Zuhaili, Bai’, him. 6.

2 Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Isiamr, V, him. 120.
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Berdasarkan latar belakang di atas kemudian penyusun merasa
tertarik mengkaji penerapan ‘urbzn (uang muka) dalam pembiayaan
muragbakah. Dikarenakan hukum daripada ‘urbazn (uang muka)
dipertentangkan, sedangkan dalam pembiayaan murabakah pun tidak
mengenal konsep ‘urbzn (uang muka). Adapun KSU BMT Mentari Bumi
sendiri sebagai lembaga keuangan syariah non-bank yang mampu berdiri
secara mandiri, omsetnya telah bernilai milyaran, serta merupakan BMT
terbaik di Purbalingga menurut penilaian dari dinas Koperasi Purbalingga
serta telah mendapat piagam penghargaan atas prestasi dalam bidang
lembaga keuangan syariah berbasis koperasi.”> Kemudian penulis lanjutkan
dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap
‘Urban dalam Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus di KSU BMT

Mentari Bumi Purbalingga).”

B. Penegasan Istilah
Agar tidak menimbulkan kesulitan maupun kesalahan dalam
memahami skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap
‘Urbin Dalam Transaksi Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus di KSU
BMT Mentari Bumi Purbalingga)”, maka perlu penulis memberikan
penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian, yakni

sebagai berikut :

2% Sumber : hasil wawancara dengan Wahyu Triwibowo selaku Kepala Divisi Accounting
Officer pada Hari Kamis tanggal 15 Februari 2018, pukul 14 : 00 WIB.
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1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan pada sumber —
sumber ajaran Islam.”® Adapun sumber — sumber hukum dalam Islam
yang disepakati oleh jumhur ulama uszl figh adalah al-Qur’an, Hadis,
Ijma’, dan qgiyas. Sedang sumber hukum Islam yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah sumber hukum Islam yang berasal dari pendapat
jumhur ulama uszl figh (ijtihad al-fugaha), yang dalam hal ini mereka
mendasarkan kepada hadis Nabi SAW, dalam menghukumi ‘urbin/ bai’
al- ‘urbun.

2. ‘Urbiin

‘Urbun dalam dunia perbankan Islam dikenal sebagai istilah
yang lazim dalam bahasa arab sebagai bentuk uang muka (down
payment); sebagian uang sebagai harga yang disepakati dalam akad jual
beli atau sewa menyewa yang dibayarkan di awal.?” Dalam konsep teori
fikih dikenal dengan sebutan jual beli ‘urbin (bai’ al- ‘urbin).
Sebenarnya perbankan Islam mengadopsi istilah fikih lalu dijadikan
suatu istilah yang lazim di dunia perbankan Islam.

Menurut ulama fikih kontemporer yakni Wahbah az-Zuhaili
memberikan definisi yang lengkap terhadap ‘urbin. Menurutnya ada
enam (bentuk bacaan) dalam cara pengucapan kata o2l Tiga di
antaranya yang paling fasih, yaitu ‘urbin, ‘arabin, dan ‘urban. Kata

‘urbin (Uang muka) pada dasarnya adalah bahasa non-Arab yang sudah

26 Ahmad Ifham Sholihin, Buku, him. 319.
2" |bid., him. 875.
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mengalami arabisasi. Adapun arti dasar kata ‘urbiin dalam bahasa Arab
adalah meminjamkan dan memajukan.?® Artinya bahwa yang dikatakan
‘urbun adalah istilah uang muka yang diberikan diawal sebuah transaksi
dalam jual beli maupun transaksi muamalah lainnya.

Adapun yang dimaksud dengan uang muka dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia yakni terdiri dari dua kalimat. Yang pertama uang,
dimaknai sebagai alat pembayaran yang sah atau alat penukar yang sah
yang dikeluarkan oleh pemerintah.” Sedangkan yang kedua muka,
dimaknai sebagai wajah, bagian depan kepala, atau yang dahulu.®

Menurut Ahmad Ifham Sholihin dalam bukunya yang berjudul
“Buku Pintar Ekonomi Syariah”, uang muka yakni jumlah uang yang
dibayarkan oleh pembeli (nasabah), kepada bank dalam rangka
pembelian suatu barang. Atau suatu pembayaran uang kepada pihak lain
yang belum memberikan prestasi atau memenuhi kewajiban, misalnya
kepada kontraktor pada saat kontrak ditandatangani atau kepada penjual
yang belum menyerahkan barangnya; pembayaran sebagian atau harga
yang telah disepakati oleh pembeli kepada penjual yang merupakan
tanda bahwa perjanjian jual beli yang diadakan telah mengikat (advance;

down payment).®!

28 \Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islamz, V, him. 118-119.

2° Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia (t.k. : Gita Media Press, tt), him. 780.
%0 Ibid., him. 541.

31 Ahmad Ifham Sholihin, Buku, him. 868.
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3. Transaksi
Menurut kamus besar bahasa Indonesia dimaknai sebagai
persetujuan jual beli antara dua pihak.*> Dapat dikatakan suatu
perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan
kewajiban, misalnya jual beli, atau sewa menyewa (transaction).*®
4. Pembiayaan
Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang
dipersamakan dengan itu berupa : (a). transaksi bagi hasil dalam bentuk
mudharabah dan musyarakah; (b). transaksi sewa menyewa dalam
bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik;
(c). transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan
istishna’; (d). transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang gardh;
dan (e). transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk
transaksi multijasa; berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara
bank syariah serta/ atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak
yang dibiayai dan/ atau diberi fasilitas dan untuk mengembalikan dana
tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa

imbalan, atau bagi hasil.>*

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan menjelaskan

permasalahan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

%2 Tim Prima Pena, Kamus, him. 768.
38 Ahmad Ifham Sholihin, Buku, him. 854
% bid., hIm. 590-591.
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1. Bagaimana penerapan ‘urbin dalam pembiayaan murabakah di KSU
BMT Mentari Bumi?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap ‘urbin dalam pembiayaan

murabahah di KSU BMT Mentari Bumi?

D. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui penerapan ‘wurbin dalam pembiayaan murabaizah di
KSU BMT Mentari Bumi.
2. Untuk mengetahui hukum Islam terhadap ‘wurban dalam pembiayaan

murabakah di KSU BMT Mentari Bumi.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara ilmiah memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan umumnya
fokus kepada kajian hukum Islam yang berorientasi dalam bidang
Muamalah. Khususnya yang berkaitan dengan ‘urbin (uang muka) yang
diterapkan dalam pembiayaan murabakah di KSU BMT Mentari Bumi
Purbalingga. Hal tersebut dapat menambah khazanah keilmuan di bidang
ilmu Syariah.

2. Secara praktis, hasil penelitian dapat memberikan kontribusi
kepustakaan bagi IAIN Purwokerto khususnya Fakultas Syariah serta
selurun PTAIN seindonesia sebagai bahan kajian yang patut untuk
didiskusikan ataupun dikaji ulang. Dan kepada pihak pemerintah

khususnya Dewan Syariah Nasional (DSN) serta pihak-pihak terkait
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dalam menetapkan suatu kebijakan, serta diharapkan dapat mengkaji
lebih dalam terhadap penerapan ‘urbin (uang muka) dalam pembiayaan
muraba/kah khususnya di KSU BMT Mentari Bumi Purbalingga.

3. Secara teoritis, dapat memberikan khazanah keilmuan bagi
perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu-ilmu syariah. Sehingga

dapat menjadi bahan kajian ilmiah bagi para mahasiswa syariah.

Kajian Pustaka

Dalam membahas tentang penerapan ‘wurbun (uang muka) dalam
pembiayaan murabahah, maka penulis menelaah kembali literatur-literatur
yang terkait dengan permasalahan tentang ‘urbin (uang muka) dan buku-
buku lain yang sangat mendukung dalam permasalahan tersebut guna
melengkapinya. Pembahasan mengenai ‘urban (uang muka) banyak dibahas
juga dalam literatur — literatur fikih karya ulama klasik maupun
kontemporer, diantaranya Imam Malik bin Anas dalam kitabnya yang
berjudul al-Muwaththa, lbnu Qudamah dalam kitabnya yang berjudul al-
Mughnz, Sayyid Sabig dalam kitabnya yang berjudul Fikih Sunnah, serta
ulama kontemporer yang sangat fenomenal Wahbab az-Zuhaili dalam
kitabnya yang berjudul Bai’ al- ‘Urbin, Figh Imam asy-Syafi’i, dan al-Figh
al-Islami wa Adhilatuhu.

Dalam kitab fikih karya Wahbah az-Zuhaili berjudul Bai’ al-Urbiin
menjelaskan tentang definisi ‘urbin menurut pendapat ulama mazhab.

Terdapat mayoritas ulama yang tidak membolehkan terhadap jual beli
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dengan ‘wurbiin dan adapula minoritas ulama yang diwakili oleh Imam
Hanbali berpendapat bahwa jual beli dengan ‘urbin hukumnya
diperbolehkan. Serta dalam kitab tersebut juga terdapat pembahasan secara
khusus mengenai kebolehan terhadap pembiayaan murabahah dengan
‘urbiin.

Dalam buku fikih karya Wahbah az-Zuhaili berjudul al-Figh al-
Islamz wa Adillatuhu khususnya dalam jilid V, dalam hal ini Wahbah az-
Zuhailt menyinggung mengenai pembahasan ‘urbun atau uang muka. Serta
dalam jilid VII juga disebutkan hasil keputusan Nomor 76/3/d.8 tentang
Masalah Jual Beli al- ‘Urbin hasil dari ijtihad Majelis Majma’ al-Figih al-
Islamz pada muktamar putaran kedelapan yang berlangsung di Bandar Seri
Begawan Brunei Darussalam, yang dilaksanakan pada tanggal 1-7
Muharram 1414 H/ 21-27 Juni 1993 M. Juga disebutkan dalam keputusan
tersebut bahwa jual beli al-‘urban tidak bisa berlaku dalam jual beli
murabahah bagi pihak pemohon pembelian pada saat masih pada fase
perjanjian (muwa ‘adah). Akan tetapi, bisa berlaku pada fase penjualan yang
merupakan fase setelah fase perjanjian.®

Dalam buku fikih karya Sayyid Sabigq berjudul Fikih Sunnah
khususnya dalam jilid 1V, membahas tentang ‘urbin. Bahwa yang disebut
dengan ‘urbiin yakni akad bai’ al- ‘urbin (akad jual beli beli uang muka).
yang digambarkan bagaimana seseorang pembeli membeli sesuatu dan

menyerahkan sebagian dari harga kepada penjual. Apabila jual beli

%% Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islamz, VI, him. 198-199.
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terlaksana maka uang tersebut dihitung sebagai bagian dari harga. Dan,
apabila jual beli tidak terlaksana maka penjual akan mengambilnya sebagai
hibah dari pembeli.*®

Dalam kitab fikih sekaligus kitab hadis karya Imam Malik bin Anas
berjudul al-Muwaththa, juga meriwayatkan hadis Nabi SAW, yang
melarang sistem jual beli ‘urbiin (uang muka) dalam bab al-buyi’. Serta
kitab hadis karya Abt ‘Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qaswini Ibnu
Majah berjudul Sunan lbnu Majah, juga meriwayatkan hadis yang sama
seperi Imam Malik bin Anas dalam al-Muwaththa. Bahwa dalam hal ini
Ibnu Majah meriwayatkan hadis Nabi SAW, yang melarang jual beli ‘urbiin
(uang muka).

Dalam buku karya Ibnu Qudamah berjudul al-Mughni khususnya
dalam jilid V, membahas tentang ‘urbin disebut sebagai jual beli ‘urbin.
Yaitu seseorang membeli barang dengan membayar uang muka satu atau
dua dirham atau sejumlah uang dengan syarat bila barang jadi dibeli maka
akan dibayarkan total harganya, tapi bila tidak maka uang muka menjadi
milik si penjual dan tidak bisa diambil kembali (hangus). Ini dinamakan
dengan ‘urbiin, atau urbiin, ‘urban, atau urban.®’

Serta dalam Himpunan Fatwa Keuangan Dewan Syariah Nasioanal
(DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diterbitkan oleh Majelis Ulama

Indonesia terdapat fatwa yang secara praktik mengatur terhadap kebolehan

% Sayyid Sabig, Fikih Sunnah, terj. Mujahidin Muhayan (Jakarta : Pena Pundi Aksara,
2008), IV, him. 54.

%7 Tbnu Qudamah, al-Mughnr, terj. Anshari Taslim (Jakarta : Pustaka Azzam, 2008), V,
him. 772-773.
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pembiayaan murabahah dengan ‘urbun (uang muka). Yakni dalam Fatwa
Nomor : 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dan Fatwa Nomor :
13/DSN-MUI/XI111/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah.

Skripsi milik Siti Fatimah berjudul “Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bawang Merah Berpanjar® (Studi
Kasus di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)”, menjelaskan
terhadap pembatalan transaksi jual beli bawang merah karena beberapa
alasan dari petani dan hanya mengembalikan uang panjar saja tanpa disertai
uang ganti rugi. Namun ternyata pihak pedagangpun tidak menepati janjinya
terhadap perjanjian jual beli tersebut, sehingga pembatalan akad tersebut
disertai pengembalian panjar dari petani diperbolehkan menimbang
menghindari unsur kerugian dari pihak petani karena pedagang tidak
menepati janjinya pada saat pemanenan bawang merah.*

Skripsi milik Ziaul Hakim berjudul “Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Uang Muka dalam Sewa Menyewa Mobil di Himalaya Tour and
Travel Surakarta”, menjelaskan bahwa praktek uang muka dalam sewa
menyewa mobil di Himalaya tour and travel adalah sah dan halal
berdasarkan adanya istiksan bil ‘urf dan maslakah mursalah atau manfaat

(kebaikan) dari uang muka untuk para pelakunya.“’

%8 Ppanjar disebut sebagai uang muka; persekot; uang cengkeram. Dalam Hendro
Darmawan dkk, Kamus Ilmiah Populer Lengkap (Yogyakarta : Bintang Cemerlang, 2013), him.
534.

% Siti Fatimah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bawang
Merah Berpanjar (Studi Kasus di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)”, SKripsi
(Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2015).

0 Ziaul Hakim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka dalam Sewa Menyewa
Mobil di Himalaya Tour and Travel Surakarta”, Skripsi (Solo : Universitas Muhammadiyah
Surakarta, 2016).
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Skripsi milik Faizah Nurhayati berjudul “Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Pembayaran Uang Muka dalam Penyewaan Kamar Kos (Studi
Kasus di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang)”,
menjelaskan tentang penyewaan kamar-kamar kos di Kelurahan Sumbersari,
Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang dilakukan dengan pembayaran uang
muka. Dan pelaksanaannya tidak terdapat penyimpangan dari hukum Islam
antara pemilik kos dan para calon penyewa kos.*

Untuk kemudahan dalam memahami perbedaan dari penelitian
penyusun dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka dalam hal ini

penyusun buat tabel sebagai berikut :

Nama Judul Skripsi Objek Penelitian

Siti Fatimah Tinjauan Hukum Islam | Objek penelitian ini adalah
Terhadap Pembatalan | uang muka yang terdapat
Akad Jual Beli Bawang | pada jual beli bawang
Merah Berpanjar (Studi | merah antara penmbeli
Kasus di Desa Karang Turi | dengan petani.

Kecamatan Panekan

Kabupaten Magetan.

Ziaul Hakim Tinjauan Hukum Islam | Objek penelitian ini adalah
Terhadap Uang Muka | praktek uang muka dalam

dalam Sewa Menyewa | sewa menyewa mobil di

1 Faizah Nurhayati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Uang Muka dalam

Penyewaan Kamar Kos (Studi Kasus di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota
Malang)”, Skripsi (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014).
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Mobil di Himalaya Tour | Himalaya tour and tranvel.

and Travel Surakarta.

Faizah Tinjauan Hukum Islam | Objek penelitian ini adalah
Nurhayati Terhadap Pembayaran | uang muka digunakan
Uang Muka dalam | untuk sewa menyewa
Penyewaan Kamar Kos | kamar kos.

(Studi Kasus di Kelurahan

Sumbersari, Kecamatan
Lowokwaru, Kota
Malang)

Dari uraian telaah pustaka di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam
literatur-literatur fikih karya ulama fikih klasik maupun kontemporer
terdapat teori ‘urbun (uang muka) yang merupakan hasil dari pemikiran
mereka. Oleh karenanya, dalam hal ini literatur — literatur fikih tersebut
dapat dijadikan rujukan referensi yang sangat memenuhi guna menunjang
proses penelitian. Sedangkan sejauh ini penelitian skripsi mengenai
penerapan ‘urbun (uang muka) atau dikatakan uang panjar sudah ada
beberapa literatur yang membahasnya. Namun secara khusus penelitian
skripsi mengenai ‘urbin (uang muka) dalam pembiayaan murabahah sejauh

pengamatan penyusun sampai saat ini belum pernah dikaji sebelumnya.
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Sistematika Pembahasan

Penelitian skripsi ini dibuat secara terperinci dan sistematis agar
memberikan kemudahan bagi pembacanya dalam memahami makna yang
dimaksud dalam penelitian ini. Keseluruhan sistematika ini merupakan satu
kesatuan yang sangat berhubungan antara yang satu dengan lainnya,
diantaranya sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan terdiri dari latar belakang
masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,
kajian pustaka, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori konsep ‘urbiin. Pembahasannya
meliputi definisi  ‘urban, hukum ‘urban, ‘urban dalam pembiayaan
murabahah, serta ‘urbun dalam Fatwa DSN-MUI.

Bab ketiga merupakan metodologi penelitian yang pembahasannya
meliputi jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, metode
pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat merupakan pembahasan dan hasil data tentang
pandangan hukum Islam terhadap penerapan ‘wurbin dalam pembiayaan
murgbakah di KSU BMT Mentari Bumi Purbalingga. Pembahasannya
meliputi gambaran umum KSU BMT Mentari Bumi Purbalingga mulai dari
sejarah berdirinya KSU BMT Mentari Bumi Purbalingga, struktur organisasi
KSU BMT Mentari Bumi Purbalingga, serta tabel struktur oraganisasi KSU
BMT Mentari Bumi Purbalingga; poin yang kedua adalah sistem

operasional dan produk-produk (KSU BMT Mentari Bumi Purbalingga)
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yang terdiri dari unit kerja terkait di KSU BMT Mentari Bumi Purbalingga
serta produk-produk pembiayaan di KSU BMT Mentari Bumi Purbalingga;
poin yang ketiga adalah menggambarkan penerapan ‘urbin (uang muka)
dalam transaksi pembiayaan murgbakah di KSU BMT Mentari Bumi
Purbalingga; serta poin yang terakhir adalah analisis hukum Islam melalui
pendapat tokoh-tokoh fikih Kklasik (ijtihad al-fugaha) terhadap penerapan
‘urbian (uang muka) dalam transaksi pembiayaan murabakah di KSU BMT
Mentari Bumi Purbalingga.
Bab kelima merupakan penutup, yang meliputi kesimpulan, saran dan
kata penutup. Kesimpulan pada bab ini merupakan temuan dari suatu analisis
yang bersifat konkrit karena menjadi jawaban atas pokok masalah. Kemudian

saran-saran dimaksudkan sebagai masukan terkait dengan hasil penelitian ini.



BAB |1
LANDASAN TEORI KONSEP ‘URBUN

Definisi ‘Urbiin

Dalam fikih istilah ‘urbizn (uang muka) dinamakan sebagai bai’ al-
‘urbazn  (jual beli uang muka), yakni pembeli membeli sesuatu dan
menyerahkan sebagian dari harga kepada penjual. Apabila jual beli terlaksana
maka uang tersebut dihitung sebagai bagian dari harga. Dan, apabila jual beli
tidak terlaksana maka penjual akan mengambilnya sebagai hibah dari
pembeli.*?

‘Urbiin atau al- ‘urbiin (&s»)) secara bahasa berasal dari kata - <)&
O¥es - (e by - (e artinya seorang pembeli memberi uang panjar.
Dinamakan demikian, karena di dalam akad jual beli tersebut terdapat uang
panjar yang bertujuan agar orang lain yang menginginkan barang itu tidak
berniat membelinya karena sudah dipanjar oleh pembeli pertama.®

‘Urbin atau bai’ al-‘urbin menurut Wahbah az-Zuhaili dalam
kitabnya berjudul al-Figh al-IZslami wa Adillatuhu dijelaskan :
sl Dt et O Gl g ety i) gl oW o o3
O b : oy e iy aed : wdh g duly o enl gy 0Kyl
il 8 e S 0 5 U ol o e o ) ek T3 89 G
.l juadl o an Ja% Jaid Oy 5 ,d‘..n o é}i.\.d\ LY u,@__,_t_h.

*2 sayyid Sabig, Fikih, IV, him. 54.
“3 Eneng Hidayat, Fikih Jual Beli (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015), him. 207.
* Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islamz, V, him. 118-119.
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“Ada enam (bentuk bacaan) dalam cara pengucapan kata o =l Tiga
di antaranya yang paling fasih, yaitu ‘urbin, ‘arabiin, dan ‘urban. Kata
‘urbun (Uang muka) pada dasarnya adalah bahasa non-Arab yang sudah
mengalami arabisasi. Adapun arti dasar kata ‘urbun dalam bahasa
Arab adalah meminjamkan dan memajukan.

Adapun yang dimaksud jual beli ‘urbin adalah seseorang membeli
sebuah barang lalu ia membayar satu dirham saja atau sebagian kecil
dari harga barang kepada penjual, dengan syarat jika jual beli
dilanjutkan maka satu dirham yang telah dibayarkan itu akan terhitung
sebagai bagian dari harga. Namun, apabila tidak terjadi jual beli, maka
satu dirham yang telah dibayar akan menjadi pemberian (hibah) bagi
penjual.”

‘Urbun literally means earnest money or down payment. Bai’ al-
‘urban refers to a sale contract in which a person who wants to purchase a
certain property would first pay earnest money to the seller on the condition
that, if the sale is executed, the down payment would go towards the price of
the goods, and if the sale is not executed, the down payment is considered a
gift form the buyer to the seller. *®
““Urbin secara harfiah berarti uang yang tulus atau uang muka. Bai’ al-
‘urbitn mengacu pada kontrak penjualan di mana seseorang yang ingin
membeli properti tertentu pertama-tama akan membayar dengan
sungguh-sungguh uang kepada penjual dengan syarat bahwa, jika
penjualan dilaksanakan, pembayaran ke bawah akan menuju ke harga
barang, dan jika penjualan tidak dilaksanakan, uang muka dianggap
sebagai bentuk hadiah pembeli kepada penjual.”

Adapun definisi bai’ al- ‘urbun (jaul beli dengan sistem panjar) secara

istilah para ulama adalah :
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“Seseorang yang membeli barang kemudian membayarkan uang panjar
kepada si penjual dengan syarat bilamana pembeli jadi membelinya,

*> Muhammad Yusuf Saleem, Islamic Commercial Law (Singapore : Wiley Finance dan
Sons Singapore, 2013), him. 19.



maka uang panjar itu dihitung dari harga, dan %ika tidak jadi
membelinya, maka uang itu menjadi milik si penjual.”*

Sayyid Sabiq dalam bukunya berjudul Fikih Sunnah memberikan
definisi bentuk jual beli ‘urbiin dengan gambaran seorang pembeli membeli
sesuatu dan menyerahkan sebagian dari harga kepada penjual. Apabila jual
beli terlaksana maka uang tersebut dihitung sebagai bagian dari harga. Dan,
apabila jual beli tidak terlaksana maka penjual akan mengambilnya sebagai
hibah dari pembeli.*’

Ibnu Qudamah dalam kitabnya berjudul al-Mughni memberikan
definisi terhadap jual beli ‘urbin, yaitu membeli barang dengan membayar
uang muka satu atau dua dirham atau sejumlah uang dengan syarat bila
barang jadi dibeli maka akan dibayarkan total harganya, tapi bila tidak maka
uang muka menjadi milik si penjual dan tidak bisa diambil kembali (hangus).
Ini dinamakan ‘urbiin atau urbun, ‘urban, atau urban.*®

Sedangkan menurut hasil ijtihad ulama Majelis Majma’ al-Figih al-
Islamz pada muktamar kedelapan yang berlangsung di Bandar Seri Begawan
Brunei Darussalam berupa Keputusan Nomor 76/3/d.8 tentang Masalah Jual
Beli al- ‘urbiin, memberikan definisi ‘urbin atau jual beli al- ‘urbin yakni jual
beli suatu barang dengan uang muka dengan ketentuan, apabila si pembeli

jadi mengambil barang itu, uang muka tersebut dihitung sebagai bagian dari

“® Eneng Hidayat, Fikih, him. 207-208.
*" Sayyid Sabig, Fikih, IV, him. 54.
*8 Jbnu Qudamah, al-Mughnt, V, him. 772-773.



harganya. Namun, apabila pihak pembeli tidak jadi mengambil barang

tersebut, uang muka itu tetap untuk si penjual.*

Hukum ‘Urbiin

Menurut jumhur fugaha selain mazhab Hanbali, sistem jual beli
‘urban hukumnya tidak sah. Jual beli seperti ini dilarang berdasarkan hadis
riwayat Ahmad, an-Nasa’i, Aba Dawud, dan Malik dalam al-Muwaththa dari
‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, “Rasulullah
SAW, melarang jual beli ‘urbin”. Sebab dalam jual beli semacam ini terdapat

dua syarat yang batal, yaitu syarat hibah dan syarat mengembalikan barang

jika tidak sesuai.” Dalam al-Muwaththa disebutkan :
O :ods 38 4l 08 caab i3 i 0p b e, Wb g B Sk
o ol iip et ale i Jo i O
“Telah meriwayatkan Yahya dari Malik ibn Anas, dari seorang yang
tsigah, dari ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya
sesungguhnya Rasulullah SAW, telah melarang jual beli ‘urbin.”
Tentang jual beli ‘urbin, Imam Malik menjelaskan bahwa jual beli
‘urbiin ialah seseorang membeli sesuatu atau menyewa hewan, kemudian

berkata kepada penjual, “ Engkau aku beri uang satu dinar dengan syarat jika

aku membatalkan jual beli, atau sewa maka aku tidak menerima uang sisa

*9 Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islamz, V11, him. 199.
%0 \Wahbah az-Zuhaili, Fikih Imam, 1, him. 643.
*! Imam Malik ibn Anas, al-Muwaththa, him. 438.



dari mu”.>? Sedangkan hadis riwayat Aba Daud dalam kitab hadis Sunan Ibnu

Majah disebutkan :

u;w,‘,.ada@h_dww\d_ﬂu - ks G s Wls
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“Telah diriwayatkan kepada kami Hisyam bin ‘Ammar. Telah
diriwayatkan kepada kami Malik bin Anas. Berkata : Jelaskanlah
kepadaku dari ‘Amr dari ayahnya, dari kakeknya, sesungguhnya Nabi
SAW, melarang jual beli dengan cara memberikan uang muka.”
Daripada itu alasan jumhur ulama terhadap keharaman jual beli
‘urbin yakni mengandung gharar, spekulasi, dan termasuk memakan harta
orang tanpa ada imbalan. Juga, mengandung dua syarat yang fasid : pertama,
syarat hibah dan kedua, syarat akan mengembalikan barang bila tidak suka,
dan pembeli mensyaratkan kepada penjual sesuatu tanpa ada imbalan
sehingga jual beli menjadi tidak sah. Seperti halnya kalau seorang pembeli
mensyaratkan sesuatu kepada orang lain yang tidak terlibat dalam transaksi.
Di samping, syarat dalam jual beli ini seperti hak khiyar yang tidak jelas
karena pembeli mensyaratkan bagi dirinya untuk mengembalikan barang
tanpa menyebutkan waktu tertentu sehingga syarat ini juga tidak sah. Ini sama
saja kalau pembeli mengatakan, “saya berhak memiliki hak khiyar kapan saja

saya mau, saya akan mengembalikan barangmu disertai dengan uang satu

dirham.” Pendapat inilah yang sesuai dengan qiyas.”*

52 |smail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor : Ghalia Indonesia,
2012), him. 80.

5% Abii Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qaswini Ibnu Majah, Sunan, I, him. 689.

> Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islamz, V, him. 119.



Namun Imam Ahmad menda’ifkan hadis tersebut dan membolehkan

bai’ al- 'urbuin. Dengan dalil sebagai berikut :
dle & Jo 80 g gty ¢ A I o e e aiies G G Al
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“Hadis yang dikeluarkan oleh ‘Abd ar-Razzaq di dalam musnafnya dari
hadis Zaid bin Aslam bahwasanya (Rasulullah SAW, pernah ditanya,
tentang ‘wrbun dalam jual beli, maka Rasulullah SAW,

menghalalkannya)”

Sedangkan dalil lain  riwayat dari Nafi’ bin ‘Abd al-Harits, yang

mengkisahkan sahabat Umar bin Khattab r.a pernah melakukannya :

2
(3
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“Nafi” bin ‘Abd al-Harits membelikan rumah penjara untuk sahabat
Umar dari Safyan bin Umayah seharga empat ribu dirham, jikalau
sahabat Umar rida maka jual beli diteruskan, jika tidak rida maka batal
dan Safyan mendapatkan empat ratus dirham.
Dan dari cerita ini Imam Ahmad berpendapat tidak apa-apa jual beli
dengan uang muka karena sahabat Umar pernah melakukannya.”
Riwayat kedua hadis inilah yang dijadikan alasan oleh Imam Ahmad bin
Hanbal membolehkan bai’ al- 'urbin. Dan demikian didukung oleh gaul as-
sahabi yang membenarkan akan hujjah tersebut.
Dikisahkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Mughni bahwa
apabila pembeli membayar kepada penjual satu dirham sebelum jual beli dan

berkata, “Jangan jual barang ini kepada orang lain. Kalau ternyata nanti aku

tidak jadi membelinya maka satu dirham ini untukmu.” Selanjutnya dia jadi

% \Wahbah az-Zuhaili, Bai’, him. 6.
*® 1bid., him. 6.



membeli dengan akad baru dan yang satu dirham tadi masuk hitungan sebagai
uang muka, maka dianggap sah. Sebab, jual beli bersih dari syarat-syarat
yang merusak. Ada kemungkinan jual beli yang dilakukan Umar di atas
seperti ini bentuknya. Ini dipahami demikian untuk menyelaraskan semua
hadis yang ada dengan qiyas serta pendapat para ulama yang menolak jual
beli “urbiin.>’

The majority of the figh schools rely on a hadith that prohibits bai’ al-
‘urbin. They also argue that the bai’ al-’urbin involves ambiguities and
uncertainties (gharar) and taking another person’s money without proper
conpensation. They condiser bai’ al-'urbiin as a prohibited and void (batil)
contract. According to the Hanafis, bai’ al-'urbin is a voidable (fasid)
contract. According to Imam Ahmad ibn Hanbal, the hadith on bai’ al- 'urbiin
is a weak hadith, and he argues for its permissibility based on another hadith.
The Hanbali jurists have also argued for the permissibility of ‘urbiin in a lease
contract. However, the hadith relied on by the Hanbali jurists is also proven
to be weak. *®

“Mayoritas ulama fikih bergantung pada sebuah hadis yang melarang
bai’ al-’urbiun. Mereka juga berpendapat bahwa bai’ al-'urbiin
melibatkan ambiguitas dan ketidakpastian (gharar) dan mengambil
uang orang lain tanpa adanya konpensasi yang tepat. Mereka
menyimpulkan bai’ al- 'urbiin sebagai kontrak yang dilarang dan batal
(batil). Menurut Hanafi, bai’ al-’'urbuin adalah kontrak yang bisa
dihapus (fasid). Menurut Imam Ahmad ibn Hanbal, hadis di bai’ al-
‘urbun adalah hadis yang lemah, dan ia berpendapat untuk

kebolehannya berdasarkan hadis lain. Para ahli hukum Hanbali juga
telah memperdebatkan diizinkannya ‘urbiin dalam sebuah kontrak

5" Ibnu Qudamah, al-Mughnt, V, him. 774,
% Muhammad Yusuf Saleem, Islamic, him 19.



leasing. Namun, hadis yang diandalkan oleh para ahli hukum Hanbali
juga terbukti lemah.”

Oleh karenanya Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya yang berjudul al-
Figh al-Isiami wa Adillatuhu juga menyimpulkan, bahwa jual beli dengan
‘urbun itu sah dan halal dilakukan berdasarkan ‘urf (tradisi yang
berkembang). Karena dewasa ini jual beli dengan sistem uang muka telah
menjadi dasar komitmen dalam hubungan bisnis yang dijadikan sebagai
perjanjian kompensasi bahaya bagi pihak lain, karena resiko menunggu dan
bahaya berjalannya usaha. Selain itu hadis-hadis yang diriwayatkan dalam
kasus jual beli ini, baik yang dikemukakan oleh pihak yang pro maupun yang
kontra tidak ada satupun hadis yang sahih.>®

Sedangkan menurut hasil ijtihad Majelis Majma’ al-Fiqih al-Islami
pada muktamar putaran kedelapan yang berlangsung di Bandar Seri Begawan
Brunei Darussalam yang dilaksanakan pada tanggal 1-7 Muharram 1414 H/
21-27 Juni 1993 M menghasilkan keputusan Nomor 76/3/d.8 tentang Masalah
Jual Beli al- ‘urbin, bahwa hukum penjualan al- ‘urbin hukumnya adalah
boleh apabila diberi batasan jangka waktu penantian yang ditentukan dengan
jelas. ‘Urbun (uang muka) tersebut terhitung sebagai bagian dari harga
apabila pembelian jadi berlangsung, dan uang muka itu menjadi hak pihak
penjual ketika pihak pembeli tidak jadi melanjutkan pembeliannya.®® Hal
demikian tentunya berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang

berlaku dan tidak mengakibatkan kerugian di salah satu pihak.

%% Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islamz, V, him. 120.
% Ibid., VII, him. 199.



C.

‘Urbiin dalam Akad Murabahah

Murabahah adalah sebuah transaksi dalam muamalah yang termasuk
ke dalam kategori jual beli (bai’), yakni jual beli murabahah. Sedangkan jual
beli murabahah sendiri merupakan salah satu jenis jual beli amanah (bai’ al-
amanah). Jual beli amanah (bai’ al-amanah) merupakan jual beli yang
mendasarkankan kepada asas kepercayaan. Sehingga jenis jual beli yang
termasuk ke dalam jenis jual beli amanah ini sangat mengedepankan prinsip
kepercayaan (amanah).

Adapun kepercayaan dalam jual beli murabahah tersebut, terdapat
pada pihak penjual. Yakni bagaimana si penjual memberikan informasi
kepada pembeli atas harga pokok kepada pembeli. Karena pembeli dalam hal
ini percaya pada pengakuan penjual mengenai harga pertama, tanpa bukti apa
pun dan juga tanpa sumpah. Untuk itu, kedua belah pihak tidak boleh ada
yang berkhianat (berdusta).”*

Murabahah menurut ulama Malikiyah yakni menjual barang sesuai
dengan harga pembelian, dengan menambahkan keuntungan tertentu. Adapun
menurut ulama Hanafiyah, murabahah adalah memindahkan hak milik sesuai
dengan transaksi dan harga pertama (pembeli), ditambah keuntungan tertentu.
Sementara menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, murabahah adalah
menjual barang sesuai dengan modal yang dikeluarkan oleh penjual, dan di

keuntungan satu dirham setiap sepuluh dirham, atau yang sejenisnya, dengan

®1 Ibid., V, him. 362.



syarat kedua belak pihak (penjual dan pembeli) mengetahui modal yang
dikeluarkan penjual.®?

Sedangkan menurut al-Kasani, murabahah mencerminkan transaksi
jual beli yang diakumulasikan dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk
mendatangkan objek transaksi atau harga pokok pembelian dengan tambahan
keuntungan tertentu yang diinginkan penjual (margin). Harga beli dan jumlah
keuntungan yang diinginkan diketahui oleh pembeli. Artinya pembeli
diberitahu berapa harga belinya dan tambahan keuntungan yang diinginkan.®®

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pengertian murabahah adalah :
“Jual beli yang mana si penjual berkewajiban menyampaikan harga
kulakannya kepada si pembeli ditambah keuntungan yang telah disepakati
antara si penjual dengan si pembeli. Sedangkan negosiasi atau tawar-
menawar dalam jual beli murabahah terjadi bukan pada “harga jual beli
barang” tetapi lebih pada besarnya keuntungan yang akan disepakati para
pihak.®*

Di dalam bai’ al-murabahah disyaratkan beberapa syarat sahnya jual
yang umum, dan beberapa syarat yang khusus pada bai’ al-murabahah, dan
di antaranya pembeli diharuskan mengetahui harga awal pembelian barang di
tempat akad, dan pembeli mengetahui kadar keuntungan atau kerugian di
tempat akad, dan adanya modal utama serta keuntungan atau kerugian itu

berupa mata uang yang berlaku di dalam muamalah, atau yang sejenisnya,

®21bid., V, him. 357,

%% |smail Nawawi, Fikih, him. 91.

% Sugeng Widodo, Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam (Yogyakarta : Penerbit
Kaukaba, 2014), him. 4009.



yaitu takaran, timbangan, ukuran, dan hitungan yang mendekati, dan jual

belinya itu tidak membuahkan keuntungan riba, seperti menukar satu karung

gandum dengan satu setengah karung gandum, dan adanya akad yang pertama
yang menjadikan penjual memiliki barang dagangan itu harus sah dan tidak
rusak.®

Adapun syarat-syarat daripada jual beli murabahah menurut para
ulama dijelaskan sebagaimana menurut pandangan mereka terhadap masing —
masing dari syarat — syarat yang berlaku. Sebagaimana berikut :

1. Syarat yang pertama ialah mengetahui harga pertama (harga pembelian).
Dimaksudkan agar transaksi murabahah sah, pembeli kedua hendaknya
mengetahui harga adalah syarat sah dari jual beli. Syarat ini juga berlaku
bagi semua saudara murabahah, seperti tawliyah, isyrak dan wadhi’ah.
Hal itu karena transaksi-transaksi tersebut sama-sama tergantung pada
modal pertama. Untuk itu, jika harga pertama tidak diketahui, maka
transaksi murabahah ini tidak sah sampai harga pertamanya diketahui di
tempat transaksi. Jika harga pertama tidak diketahui sampai kedua belah
pihak berpisah, maka transaksi tersebut dinyatakan tidak sah.%

2. Syarat yang kedua adalah menjelaskan keuntungan yang diinginkan oleh
penjual. Menurut madzhab Hanbali keuntungan dan harga diketahui
dengan jelas maka jual beli murabahah sah. Ketika seseorang berkata,
seperti contoh “Saya jual kepada engkau rumah ini dengan harga ketika

saya membelinya yaitu 200 Pound dengan keuntungan 10 Pound”, maka

85 \Wahbah az-Zuhaili, Bai’, him. 15-16.
% Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islamz, V, him. 359.



sah dilakukan.” Penjual berkewajiban untuk menerangkan semua
informasi terkait dengan jual beli murabahah, baik dari harga pokok
pembelian maupun margin yang diinginkan. Jika dalam objek transaksi
terdapat cacat maka penjual harus menjelaskannya, sehingga ia tidak
dianggap berkhianat.®®

3. Syarat yang ketiga yakni modal yang digunakan untuk membeli objek
transaksi harus merupakan barang mits/iyyat (barang yang memiliki
varian serupa). Contohnya adalah barang-barang yang bisa ditakar,
ditimbang, dan dijual satuan dengan varian berdekatan. Ini adalah syarat
untuk murabahah. Oleh karena itu, jika harga pertama bukan berupa
barang mistliyyat, seperti barang satuan dengan varian berjauhan, maka
ada kemungkinan barang tersebut dijual kepada orang yang menguasai
dan memiliki barang-barang itu, atau dijual kepada orang yang tidak
menguasai dan memilikinya. Maka hukumnya tidak sah.®® Sedang
menurut ulama mazhab Hanafi jual beli murabahah sah syarat harga
barang serupa atau mendekati, seperti pound, real, atau sejenisnya,
begitu juga barang-barang yang ditakar, ditimbang, atau dihitung perbiji
dan seterusnya jika mendekati atau mirip.”® Maka jual beli murabahah
dapat dikatakan sah.

4. Syarat yang keempat yakni objek transaksi dan alat pembayaran yang

digunakan tidak boleh berupa barang ribawi bertujuan menghindari

87 Abdurrahman al-Juzairi, Fikih Empat Mazhab, terj. Nabhani Idris (Jakarta : Pustaka al-
Kautsar, 2015), him. 479.

%8 |smail Nawawi, Fikih, him. 95.
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adanya keharaman dari transaksi jual beli murabahah. Seperti halnya
menjual 100 dollar dengan harga 110 dollar, margin yang diinginkan
(dalam hal ini 10 dollar) bukan merupakan keuntungan yang
diperbolehkan, akan tetapi merupakan bagian dari riba.”* Bahkan
menurut ulama mazhab Hanafi jual beli murabahah sah dengan syarat
mabi’ (barang yang dijual) berupa barang. Jika berbentuk uang maka
tidak sah.”

Syarat yang kelima yakni mengharuskan sahnya transaksi pembelian
pertama merupakan syarat yang harus ada, jika transaksi yang pertama
sah, maka barang yang bersangkutan tidak boleh dijual dengan cara
murabahah, karena murabahah adalah menjual sesuai dengan harga
pertama (modal) dengan menambahkan keuntungan. Sementara dalam
transaksi jual beli yang tidak sah, kepemilikan barang hanya bisa
ditetapkan dengan nilai barang dagangan atau barang sejenisnya, dan
bukan dengan harga, karena penentuan harga terbukti tidak sah dengan
tidak sahnya transaksi.”

Sedang syarat yang keenam adalah kepercayaan. Yang mana pembeli
percaya atas informasi yang diberikan penjual tentang harga beli yang
diinginkan.”™ Syarat yang terakhir ini merupakan syarat tambahan yang
berlaku untuk penjual. Apabila semua syarat terpenuhi dan tidak

dilanggar maka sahlah transaksi jual beli murabahah.

™ 1smail Nawawi, Fikih, him. 93.

2 Abdurrahman al-Juzairi, Fikih, hlm. 479.

73 Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Zsiami, V, him. 360.
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Setelah semua syarat daripada jual beli murabahah terpenuhi Wahbah
az-Zuhaill mengatakan dalam kitabnya yang berjudul Bai’ al-Urbin sebagai
berikut :

Rl JeS By opaly s gl | ALy B bykh eds Criid 13g
Cag il be plo) B i el K, g o el gz 1) & )
Jedch ol cospbyeally , A Jal J) 0876, i 02 3 il
B8 O3 U ads 3wk
“Maka ketika syarat-syarat umum dan khusus ini sudah terpenuhi,
dibolehkan jual beli murabahah dengan ‘urbiin (uang muka). karena hal
trasaksi tersebut sudah seperti jual beli yang lain, akan tetapi ketika
akadnya mengandung riba, misal menjual dua ska’ gandum dengan tiga
sha’ sya’ir (sejenis gandum), diwajibkan adanya serah terima di dalam
majelis (tunai), kemudian jika dibayar secara tangguh maka akadnya
akan rusak karena mengandung riba, dan uang muka akan
mendatangkan penangguhan, maka akad dalam hal ini rusak bukan akad

yang lainnya.”

Sedangkan hasil ijtihad dari Majelis Majma’ al-Figih al-Islami pada
muktamar putaran kedelapan yang berlangsung di Bandar Seri Begawan
Brunei Darussalam yang dilaksanakan pada tanggal 1-7 Muharram 1414 H/
21-27 Juni 1993 M menghasilkan keputusan Nomor 76/3/d.8 tentang Masalah
Jual Beli al- ‘urbin. Muktamar ini berlangsung guna membahas seputar tema
penjualan al- ‘urbin. Juga disebutkan tersebut bahwa jual beli al- ‘urbin tidak
bisa berlaku dalam jual beli murabahah bagi pihak pemohon pembelian pada

saat masih pada fase perjanjian (muwa ‘adah). Akan tetapi, bisa berlaku pada

fase penjualan yang merupakan fase setelah fase perjanjian.’

7> \Wahbah az-Zuhaili, Bai’, him. 15-16.
’® Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islamz, VI, him. 198-199.



D.

‘Urbin dalam Fatwa DSN-MUI

Berdasarkan SK Dewan Pimpinan MUI tentang Pembentukan Dewan
Syariah Nasional (DSN) No. Kep-754/MUI/11/1999, salah satu yang menjadi
tugas dan wewenang DSN ialah mengeluarkan fatwa. Fatwa ialah suatu
perkataan dari bahasa Arab yang memberi arti pernyataan hukum mengenai
sesuatu masalah yang timbul kepada siapa yang ingin mengetahuinya. Barang
siapa yang ingin mengetahui sesuatu hukum syara’ tentang masalah agama,
maka perlu bertanya kepada orang yang dipercayai dan terkenal dengan
keilmuannya dalam bidang ilmu agama (untuk mendapatkan keterangan
mengenai hukum tentang masalah itu).”’

Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di tanah
air, berkembang pulalah DPS yang ada dan mengawasi masing-masing
lembaga tersebut. Banyak dan beragamnya DPS di masing-masing lembaga
keuangan syariah adalah suatu hal yang harus disyukuri, tetapi juga
diwaspadai. Kewaspadaan itu berkaitan dengan adanya kemungkinan
timbulnya fatwa yang berbeda dari masing-masing DPS dan hal itu tidak
mustahil membingungkan umat dan nasabah. Oleh karena itu, MUI sebagai
payung dari lembaga dan organisasi keislaman di tanah air, menganggap
perlu dibentuknya satu dewan syariah yang bersifat nasional dan membawabhi

seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank-bank syariah.

" Majelis Ulama Indonesia, Himpunan, him. 7.



Lembaga ini kelak kemudian dikenal dengan Dewan Syariah Nasional atau
DSN."

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
mempunyai peran penting dalam upaya pengembangan produk hukum
perbankan syariah. Kedudukan fatwa DSN-MUI menempati posisi yang
strategis bagi kemajuan ekonomi dan lembaga keuangan syariah. Karena
dalam pengembangan ekonomi dan perbankan syariah mengacu pada sistem
hukum yang dibangun berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah (hadis) yang
keberadaannya berfungsi sebagai pedoman utama bagi mayoritas umat Islam
pada khususnya dan umat-umat lain pada umumnya.”

Sehingga secara legalitas perbankan Islam secara praktik mengacu
kepada aturan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Maka aturan
tersebut berlaku untuk seluruh perbankan maupun lembaga keuangan syariah
baik bank maupun non-bank di seluruh Indonesia. Salah satu produk fatwa
Dewan Syariah Nasioanl yakni pembiayaan jual beli murabahah Nomor :
04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Fatwa tersebut memberikan
sebuah ruang terbuka untuk perbankan dan lembaga keuanganga syariah yang
memiliki produk pembiayaan khususnya jual beli murabahah. Di dalamnya
mengatur ketentuan pelaksanaan pembiayaan murabahah untuk melindungi
setiap hak dan kewajiban dari proses transaksi pembiayaan murabahah, baik

itu pihak perbankan syariah maupun pihak nasabah.

® Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta : Gema Insani
Press, 2001), him. 235.
" Ibid., him. 8.



Kebutuhan masyarakat Muslim yang semakin beragam (dinamis) di
era kontemporer ini menimbulkan munculnya beraneka macam bentuk baru
transaksi muamalah di dalam perbankan dan lembaga keuangan syariah.
Salah satu teori baru dalam transaksi muamalah di perbankan dan lembaga
keuangan syariah yakni pada pembiayaan murabahah yang dapat dilakukan
dengan ‘urbin (uang muka). Sebagaimana yang telah dijabarkan di atas
bahwa ‘urbin merupakan suatu bentuk jual beli (bai’), yakni jual beli uang
muka. Sedangkan di dalam bentuk jual beli murabahah sendiri tidak
mengenal adanya bentuk ‘urban (uang muka). Sebagaimana dapat dilihat
pada poin 3 bagian pertama fatwa DSN-MUI Nomor : 04/DSN-MUI/1VV/2000
tentang Murabahah, yang merupakan bentuk inovasi dari dunia perbankan
Islam mengenal serta mengaplikasikan konsep ‘wrbin (uang muka) dalam
pembiayaan murabahah. Yakni

Bagian pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah

“(3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang

yang telah disepakati kualiﬁkasinya”.80

Dilihat dari substansi bunyi fatwa di atas bahwa pembiayaan
murabahah yang diajukan oleh nasabah dapat diajukan dengan sebagian saja.
Artinya seorang calon nasabah telah memiliki sebagian dana yang dimiliki,
sehingga dalam melakukan pengajuan pembiayaan kepada pihak perbankan
syariah tidak bernilai 100 %. Atau dapat disimpulkan nasabah telah memiliki

‘urbin (uang muka). Adanya aturan tersebut mengindikasikan kemudahan

8 Majelis Ulama Indonesia, Himpunan, him. 64.



transaksi pembiayaan murabahah dalam dunia perbankan Islam dari berbagai

segi.

Selanjutnya bagian kedua ketentuan murabahah kepada nasabah.

Ketentuannya disebutkan dalam poin 4 sampai dengan poin 7 (a) dan (b).

Adapun bunyinya sebagai berikut™ :

Bagian kedua : Ketentuan Murabahah kepada Nasabah

“(4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk
membayar uang saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan;

(5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil
bank harus dibayar dari uang muka tersebut;

(6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung
olen bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada
nasabah;

(7) Jika uang muka memakai kontrak ‘urbin sebagai alternatif dari
uang muka, maka :

(a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal
membayar sisa harga;

(b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank
maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat
pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah
wajib melunasi kekurangannya”.

Mengenai substansi pada bagian kedua dari fatwa tersebut, bahwa

kebijakan ‘urbin (uang muka) memiliki kesamaan dengan teori fikih seperti

penjelasan sebelumnya. Bahwa mayoritas ulama sepakat mengenai teori jual

beli

‘urbiun tidak diperbolehkan dengan mendasarkan kepada hadis Nabi

SAW, yang melarang jual beli ‘urbian. Hal ini dikarenakan teori jual beli

‘urbun diidentifikasi dapat merugikan salah satu pihak yakni pembeli.

Kemungkinan hilangnya uang muka sebagai hibah dapat menjadi kerugian

dari seorang pembeli sehingga prinsip saling rela (‘an taradin) tidak

8 Ibid., him. 65.



terlaksana sebagaimana mestinya. Oleh karenanya fatwa tersebut memberikan
kebijakan yang tegas sebagaimana mestinya untuk menghindari perbuatan-
perbuatan yang mengarah kepada bentuk penipuan.

Selain dari pada fatwa di atas, Dewan Syariah Nasional juga
menetapkan terhadap berlakunya ‘urbin (uang muka) yang dituangkan dalam
Fatwa DSN MUI No : 13/DSN-MUI/XI11/2000 secara lebih spesifik dalam
mengatur terhadap uang muka dalam murabahah, apabila terjadi sebuah
wanprestasi dari salah satu pihak. Yakni sebagai berikut® :

Bagian pertama : Ketentua Umum Uang Muka
1. Dalam akad pembiayaan murabahah, Lembaga Keuangan Syariah
(LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah
pihak bersepakat.
2. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
3. Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus
memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.
4. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat
meminta tambahan kepada nasabah.
5. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus
mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.
Bagian kedua
Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi
perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai
kesepakatan melalui musyawarah.
Fatwa tersebut atas dasar dari pertimbangan yang dituangkan dalam

fatwa yang bertujuan untuk menunjukkan kesungguhan nasabah dalam

permintaan pembiayaan murabahah dari lembaga Keuangan Syariah (LKS),

82 |bid., him. 114-115.



LKS dapat meminta uang muka. Serta bahwa dalam pelaksanaan akad

murabahah dengan memakai uang muka tidak ada pihak yang dirugikan.®

8 Ibid., him. 112.



BAB IlI

METODOLOGI PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah
sebagai berikut :
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini penyusun menggunakan penelitian lapangan
(field research). Penelitian lapangan (field research) adalah suatu penelitian
yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya.®
Penelitian ini menitikberatkan kepada kejadian yang terjadi di
lapangan secara empiris dalam hal ini ditujukan kepada penerapan ‘urbiin
(uang muka) dalam pembiayaan murabahah di KSU BMT Mentari

Purbalingga.

B. Objek Penelitian
Objek penelitian dalam penelitian ini adalah penerapan ‘urbin (uang
muka) dalam pembiayaan Murabahah di KSU BMT Mentari Bumi

Purbalingga.

C. Sumber Data
Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan

disajikan untuk tujuan tertentu. Data sangat memegang peranan penting

8 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo : STAIN Po Press, 2010),
him. 6.

43



dalam pelaksanaan penelitian. Pemecahan suatu permasalahan dalam
penelitian sangat bergantung dari keakuratan data yang diperoleh. Demikian
pula pembuktian suatu hipotesis sangat tergantung validitas data yang
dikumpulkan.®® Beberapa sumber data diantaranya :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya
baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk
dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.®® Data tersebut
bersangkutan langsung dengan keperluan penelitian, artinya data itu
dikumpulkan untuk mencapai tujuan penelitian.®” Dalam penelitian ini
penyusun menperoleh sumber data primer dari kajian observai lapangan
di KSU BMT Mentari Purbalingga.

Dalam penelitian ini penyusun memperoleh data primer dengan
melakukan teknik wawancara secara langsung dengan pihak karyawan
pihak KSU BMT Mentari Bumi Purbalingga. Yang dilaksanakan pada
tanggal 15 Februari 2018 dengan Wahyu Triwibowo sebagai Kepala
Divisi Accounting Officer, Asri Rianasari sebagai sebagai Custumer
Service, dan Evi Tanungsari sebagai Legal Officer/ Admin, Serta pada
tanggal 11 Mei 2018 dengan Wahyu Triwibowo sebagai Kepala Divisi
Accounting Officer.

Adapun penentuan informan tersebut dilakukan oleh penyusun

menggunakan non random sampel yaitu cara pengambilan sampel yang

8 Moh Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), him. 57.
8 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), him. 106.
87 Marzuki, Metodologi, him. 62.



tidak semua anggota sampel diberi kesempatan untuk dipilih sebagai

anggota sampel. Pengambilan sampel ini dengan purposive sampling

yakni teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan
tertentu atau dengan menetapkan ciri sesuai dengan tujuan.® Atau teknik
purposive sampling ini, dilakukan dengan memilih sampel berdasarkan
kemauan peneliti dan hasilnya dianggap dapat mewakili proses
penelitian.
2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak
langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.®® Data yang
ini diperoleh dari kitab-kitab hukum, serta tulisan-tulisan yang relevan
dengan pembahasan objek penelitian ini. Diantaranya adalah :

a. Produk perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian,
yakni Fatwa DSN MUI Nomor : 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Murabahah, Fatwa DSN MUI Nomor : 13/DSN-MUI/XI111/2000
tentang Uang Muka dalam Murabahah, dan Undang-undang Nomor
25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

b. Literatur kitab-kitab fikih, kitab — kitab hadis yang khususnya
berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya karya ulama fikih
kontemporer Wahbah az-Zuhailt berjudul Bai’ al- ‘Urbin, al-Figh

al-Islami wa Adillatuhu, Figh Imam asy-Syafi’i, milik Sayyid Sabiq

8 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung : ALFABETA,
2009), him. 218-219.

8 Winarno Surakhmad, Pengantar llmiah: Dasar, Metode, Teknik, (Bandung: Tarsito,
1994), him. 134.



berjudul Fikih Sunnah, miliki lbnu Qudamah berjudul al-Mughnt.
Serta kitab hadis karya Imam Malik yang berjudul al-Muwaththa,
kitab hadis Sunan Ibnu Majah karya Abt ‘Abdullah Muhammad bin
Yazid al-Qaswini Ibnu Majah serta kitab-kitab lainnya yang

berkaitan dengan objek penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

Salah satu kegiatan dalam perencanaan penelitian adalah,
merumuskan alat pengumpul data sesuai dengan masalah yang diteliti. Alat
penelitian sangat erat hubungannya dengan seluruh unsur (elemen) penelitian
lain, terutama sekali dengan metode.*

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan di lapangan
yang menjadi lokasi dari objek penelitian. Sehingga metode yang digunakan
adalah metode pengumpulan data secara lapangan, data lapangan yang
diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-
pendapat dari responden yang ditentukan secara purposive sampling
(ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya).” Adapun metode
penelitian lapangan dilakuakan dengan tiga cara, yakni :

1. Observasi,
Teknik observasi adalah mengamati dan mencatat suatu objek
penelitian yang dilakukan dengan sistematika berdasarkan prosedur

penelitian sehingga mendapatkan hasil yang dapat

% Usman Rianse dan Abdi, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Bandung :
Alfabeta, 2012), him. 213.
%! Zainuddin Ali, Metode, him. 107.



dipertanggungjawabkan.*? Disini penyusun mengumpulkan data secara
langsung dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek
penelitian di lapangan.

Penyusun datang ke lokasi yakni Koperasi Serba Usaha Baitul
Mal wa Tamwil Mentari Bumi yang berlokasi di Purbalingga, untuk
mengamati secara langsung proses pembiayaan murabahah yang
menggunakan ‘urbiun (uang muka) sebagai salah satu produk pembiayaan
unggulan di KSU BMT Mentari Bumi Purbalingga ini.

2. Wawancara,

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan
mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara (dalam hal ini
penyusun) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat.**
Metode pengumpulan data dengan wawancara penyusun lakukan dengan
para karyawan KSU BMT Mentari Bumi Purbalingga.

Teknik wawancara ini penyusun lakukan mengenai objek
penelitian adalah seluruh pegawai karyawan yang dalam hal ini penyusun
pilih menggunakan sampling. Adapun sampling yang digunakan adalah
purposive sampling, yakni pengambilan sampel sesuai kemauan dari
peneliti dan hasilnya dianggap dapat mewakili proses penelitian. Adapun

sumber informannya adalah sebagai berikut :

%2 sykandarrumidi, Metodologi Penelitian (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press,
2012), him. 69-71.

% Muhammad Igbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya
(Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), him. 85.



a. Kepala Divisi Accounting Officer memiliki tupoksi sebagai
penanggung jawab dari proses awal seluruh pembiayaan di KSU
BMT Mentari Bumi Purbalingga di seluruh kantor baik kantor pusat
maupun cabang. Sehingga informan inilah sangat faham sekali
mengenai analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan nasabah
dilakukan dengan konsep 5 C (Character, Capital, Capacity,
Collateral, dan Condition), sebagai wujud kehati-hatian pihak BMT
terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan Kkhususnya
pembiayaan murabahah.

b. Custumer service ialah karyawan yang bertugas sebagai pemberi
informasi produk penyaluran dana kepada calona anggota termasuk
persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan pembiayaan.

c. Legal officer (bagian admin) ialah karyawan yang memiliki tupoksi
sebagai pembuat akad pembiayaan dengan segala kelengkapannya
termasuk pengikatan jaminan secara notarial maupun tidak
berdasarkan persetujuan komite pembiayaan serta
mengadministrasikan jaminan. **

3. Dokumentasi
Dokumentasi yakni penelitian yang menitikberatkan kepada
kajian dokumen, adapun dokumen merupakan bahan tertulis atau benda
yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. la bisa

merupakan rekaman atau dokumen tertulis seperti arsip data base, surat-

% Sumber data : data base kebijakan umum penyaluran dana KSU BMT Mentari Bumi
Purbalingga.



surat, rekaman, gambar, benda-benda peninggalan yang berkaitan dengan
suatu peristiwa.*> Terutama dapat menunjang penelitian penyusun guna
memecahkan permasalah objek yang diteliti.

Dalam hal ini peneliti mencari data-data yang berkaitan dengan
objek penelitian. Data tersebut diantaranya literatur-literatur fikih, jurnal
yang berkitan dengan objek penelitian, serta data-data yang diperoleh
langsung di lapangan yakni KSU BMT Mentari Bumi Purbalingga di
antaranya data bukti perjanjian akad pembiayaan yang dilakukan oleh
nasabah dengan pihak BMT khususnya penerapan ‘urban (uang muka)

dalam pembiayaan murabahah.

E. Teknik Analisis Data

Sangat penting sekali dalam penelitian ini penyusun menentukan
metode yang akan digunakan sebagai alat dalam penyusunan skripsi. Adapun
metode analisis yang digunakan oleh penyusun adalah deskriptif-normatif-
analisis.

Deskriptif analisis yakni mendeskripsikan pelaksanaan secara empiris di
lapangan terhadap penerapan ‘urbin (uang muka) dalam pembiayaan
murabahah di KSU BMT Mentari Bumi Purbalingga. Setelah mendapat
gambaran dan hasil evaluasi di lapangan kemudian memberikan analisis hukum

secara normatif dengan menggunakan pendekatan kaidah — kaidah fighiyyah

% mam Suprayogo dan Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial-Agama (Bandung : Rosda,
2003), him. 164.



(gowa’id al-fighiyyah) terhadap penerapan ‘urbin (uang muka) dalam
pembiayaan murabahah di KSU BMT Mentari Bumi Purbalingga.

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan melalui beberapa tahap.
Tahap yang pertama deskriptif analisis dilakukan oleh penyusun dengan
mengambarkan proses kejadian di lapangan secara langsung bagaimana proses
penerapan ‘urbin dalam transaksi pembiayaan murabahah. Adapun proses
tersebut dilakukan setelah penyusun melakukan teknik observasi di lapangan
melalui metode wawancara dengan para responden, serta mengumpulkan data-
data dokumentasi terkait. lalu kemudian diungkapkan dalam penelitian ini.

Kemudian tahap selanjutnya normatif analisis, sebagai suatu upaya
dalam menganalisis hasil penelitian guna mendapatkan hasil yang dapat
dipertanggungjawabkan. Tahap ini dilakukan dengan mengevaluasi data dari
lapangan lalu memberikan analisis hukum secara normatif terhadap objek

penelitian berdasar kepada teori/ das sollen (yang seharusnya).



BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL DATA TENTANG PANDANGAN HUKUM
ISLAM TERHADAP PENERAPAN ‘URBUN DALAM PEMBIAYAAN

MURABAHAH

A. Gambaran Umum KSU BMT Mentari Bumi Purbalingga

1.

Sejarah Berdirinya KSU BMT Mentari Bumi Purbalingga

Baitul Mal wat Tamwil Mentari Bumi yang dirintis, digagas dan
pendirinya dimotori oleh Aman Waliyudin yang pada waktu itu menjabat
sebagai Kepala Desa Senon, Kecamatan Kemangkon. Gagasan Pendirian
BMT didukung oleh saudara-saudaranya. Dukungan datang dari Ir.
Sugeng Suyatno yang pada saat itu adalah pengurus ICMI Korwil
Purbalingga. Dukungan kedua datang dari Khasan Sumargo, yang pada
saat itu menjadi pengelola BMT Jujur di Kejobong yang merupakan
Program P3T (Program Penagnggulangan Tenaga Kerja Terampil)
kerjasama antara Depnaker dan Pinbuk Pusat.

Ide dan gagasan tersebut dimatangkan oleh Tim yang terdiri dari;
Aman Waliyudin, Sugeng Suyatno, Khasan Sumargo, Edi Sungkowo,
yang menghasilkan nama Mentari Bumi dan didukung oleh saudara-
saudaranya untuk ikut menjadi pendiri. Pada masa itu tidak mudah untuk
mengajak untuk bergabung dalam Pendirian BMT dengan menyerahkan
Setoran pokok sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau setara

4 kuintal harga gabah kering. Simpanan pokok pendiri ada yang dibayar
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sekaligus ada juga yang diangsur, pada tahap awal terkumpul dan sebesar
Rp. 7.500.000,-.%

Secara resmi KSU BMT Mentari Bumi didirikan pada tanggal 17
Januari 1999 yang merupakan hasil rapat 27 orang pendiri dengan
dihadiri oleh H. Ir. Soekarno Prasojo dari ICMI, Hadi Susanto dari
Pinbuk (Pusat Inkubasi Usaha Kecil). Dan mendapatkan Pengesahan dari
Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor
019/BH/KDK.11.17/1X/1999 pada tanggal 15 September 1999.
Perubahan Anggaran Dasar terakhir pada tanggal 2 Maret 2002, dan
mendapatkan pengesahan dari Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah Nomor 01/PAD/KDK.11-17/V111/2003 pada
tanggal 11 Agustus 2003.

Awal berdiri karyawan hanya berjumlah 4 orang, yang terdiri dari

seorang Manager, seorang Teller merangkap Administrasi dan dua orang

Marketing.
Nama : Koperasi Serba Usaha BMT Mentari Bumi
Badan Hukum . Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan

Menengah Nomor
019/BH/KDK.11.17/1X/1999 pada tanggal 15
September 1999.

Perubahan Anggaran : Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi dan

% Sumber : hasil wawancara dengan Wahyu Triwibowo selaku Kepala Divisi Accounting
Officer pada Hari Kamis tanggal 15 Februari 2018, pukul 09:00.



Dasar

NPWP

TDP

Izin Usaha

Usaha Kecil Menengah Nomor
01/PAD/KDK.11-17/V111/2003 pada tanggal
11 Agustus 2003.

1.848.847.8-521

Pemerintah Kabupaten Purbalingga Kantor
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Nomor 112826400121 tanggal 07 Juni 2011.
Pemerintah Kabupaten Purbalingga Kantor
Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Nomor
503.7/124/11.27/PK/111/09/0  Tanggal 30

Maret 20009.

2. Struktur Organisasi KSU BMT Mentari Bumi Purbalingga

Penasehat Utama
Penasehat Anggota

Pengawas Manajemen

Pengawas Syariah
Pengurus

Ketua

Sekretaris
Bendahara

Pengelola

H. Aman Waliyudin, SE., MSI
H. Ir. Sugeng Suyatno. MP
H Edi Sungkowo, S.Pd, M.Pd
Tofik Eko Haryantoro, BA

H. Supriyono, S.Ag

Hj. Dwinanda Rahmayanti, SE
Yekti Widodo, S,Pd

Hari Prasetyo, SH



General Manajer . Khasan Sumargo, S.Pd

Pimpinan Cabang

a. Cabang Utama

b. Cabang Kutawis

c. Cabang Padamara

d. Cabang Kaligondang

e. Cabang Pasar Segamas

f. Cabang Mrebet

Jumlah pengelola : 47 Orang
Jumlah Jaringan Kantor : 6 Kantor Cabang

3. Visi dan Misi KSU BMT Mentari Bumi Purbalingga

a.

Visi KSU BMT Mentari Bumi Purbalingga

Menjadi mitra usaha ekonomi umat

Misi KSU BMT Mentari Bumi Purbalingga

1) Menjalin silaturahmi dan kerjasama dengan umat

2) Melaksanakan pelayanan yang prima kepada anggota dan calon
anggota

3) Mengedukasi masyarakat tentang ekonomi Syariah dan Koperasi

4) Menjalankan kegiatan simpan pinjam dengan prinsip Syariah
yang efektif, efisien, dan transparan

5) Menjadi pilihan anggota dalam memenuhi kebutuhan usahanya.®’

%" Sumber : Jurnal laporan hasil usaha dalam rapat tahunan anggota KSU BMT Mentari
Bumi Purbalingga.



B. Sistem Operasional dan Produk-Produk (KSU BMT Mentari Bumi
Purbalingga)
1. Unit Kerja Terkait di KSU BMT Mentari Bumi Purbalingga
a. Bagian Customer Service
Bertugas untuk memberikan informasi produk penyaluran
dana kepada calon anggota termasuk persyaratan yang harus
dipenuhi dalam pengajuan pembiayaan.
b. Account Officer
Bertugas untuk menganalisa kelayakan calon anggota yang
akan dibiayai berdasarkan prinsip 5 C (Character, Capacity, Capital,
Collateral, Condition of economy), aspek syariahnya, melakukan
monitoring ketepatan pembayaran angsuran, dan ikut serta dalam
membantu penyelesaian pembiayaan bermasalah.
c. Komite pembiayaan
Bertugas untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan
atas usulan pembiayaan yang diajukan oleh account officer.
d. Legal officer
Bertugas untuk membuat akad pembiayaan dengan segala
kelengkapannya termasuk pengikatan jaminan secara notaril maupun
tidak berdasarkan persetujuan komite pembiayaan serta

mengadministrasikan jaminan.



e. Satuan pengawas internal (SPI)

Bertugas untuk memastikan bahwa akad dan segala
kelengkapannya yang disiapkan oleh legal officer tidak terdapat
kesalahan ataupun kekurangan sehingga siap untuk diakadkan dan
direalisasikan.

f. Support pembiayaan

Bertugas untuk memberikan informasi kepada account officer
atas fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan lain yang dimiliki
oleh calon anggota. Bagian ini juga bertugas menginput data base
anggota sesuai dengan data-data yang tertuang di dalam akad
maupun persetujuan komite pembiayaan serta mendebet angsuran
pembiayaan dan membuat nota kredit atas realisasi pembiayaan serta
nota debet untuk mendebet rekening anggota atas biaya-biaya akad
maupun biaya-biaya lain yang muncul yang berkaitan dengan
pembiayaan.

g. Accounting

Bertugas untuk merealisasikan dana atas pembiayaan yang
telah disetujui ke rekening anggota serta mendebet biaya-biaya atas
akad pembiayaan atau biaya-biaya lain berdasarkan nota debet yang

diterima dari bagian support pembiayaan.



h. Remedial
Bertugas untuk membantu menangani  penyelesaian
pembiayaan  bermasalah  termasuk di  dalamnya  proses
pengambilalihan jaminan.
2. Produk — produk pembiayaan di KSU BMT Mentari Bumi Purbalingga
a. Simpanan;
1) Simpanan sukarela;
2) Simpanan Pendidikan;
3) Simpanan hari tua;
4)  Simpanan qurban;
5) Simpanan idul fitri;
6) Simpanan berjangka.
b. Pembiayaan
1)  Pembiayaan murabahah;
2) Pembiayaan musyarakah;
3)  Pembiayaan ijarah multi jasa;
4)  Pembiayaan gardh.
c. Jasa Lain
1)  Dana talangan haji;
2)  Pembayaran listrik;

3) Pembayaran PDAM,;



4)  Pengiriman uang.*®

C. Penerapan ‘Urban dalam Transaksi Pembiayaan Murabahah di KSU
BMT Mentari Bumi Purbalingga
Baitul mal wat tamwil (BMT) pada dasarnya merupakan
pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam terutama dalam bidang
keuangan. Istilah BMT adalah penggabungan dari baitul mal dan baitut
tamwil. Baitul mal adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengolah
dana yang bersifat nirlaba (sosial). Sumber dana diperoleh dari zakat, infak,
dan sedekah, atau sumber lain yang halal. Kemudian, dana tersebut disalurkan
kepada mustahik, yang berhak, atau kebaikan. Adapun baitut tamwil adalah
lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan
dana masyarakat dan bersifat profit motive. Penghimpunan dana diperoleh
melalui simpanan pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk
pembiayaan atau investasi, yang dijalankan berdasarkan prinsip syariat.*
BMT merupakan suatu lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari
peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial bahkan
agama. Semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun
sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting mampu

menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun.'® Sehingga cara ini

% Sumber : Data base kebijakan umum penyaluran dana KSU BMT Mentari Bumi
Purbalingga.

% Hertanto Widodo dkk, Panduan Praktis Operasional Baitul Mal wat Tamwil (Bandung
: Mizan, 1999), him. 81.

1% Muhammad Ridwan, Baitul Mal wa Tamwil (Yogyakarta : UIl Press, 2004), him. 68.



sebagai upaya untuk memajukan perekonomian negara berasaskan keadilan
dan kehalalan yang diridai oleh Allah.

Pada awal perkembangannya, BMT memang tidak memiliki badan
hukum resmi. BMT berkembang sebagai sekelompok swadaya masyarakat
(KSM). Namun, untuk mengantisipasi perkembangan ke depan, status hukum
menjadi kebutuhan yang mendesak. Dalam peraturan perundang-undangan di
Indonesia, yang memungkinkan penerapan sistem operasi bagi hasil adalah
perbankan dan koperasi. Saat ini, oleh lembaga — lembaga Pembina BMT
yang ada, bahwa BMT bekembang dari kelompok swadaya masyarakat.
Selain itu, dengan berbentuk koperasi, BMT dapat berkembang ke berbagai
sektor usaha seperti keuangan dan sektor riil. Bentuk ini juga diharapkan
dapat memenuhi tujuan memberdayakan masyarakat luas, sehingga
kepemilikan kolektif BMT sebagaimana konsep koperasi akan lebih
mengenai sasaran.’™

Pada dataran hukum di Indonesia, badan hukum yang paling mungkin
untuk BMT adalah koperasi, baik serba usaha (KSU) maupun simpan-pinjam
(KSP). Namun demikian, sangat mungkin dibentuk perundangan tersendiri,
mengingat, sistem operasional BMT tidak sama persis dengan perkoperasian,
semisal LKM (Lembaga Keuangan Mikro) Syariah, dll. Sedangkan
berdasarkan Undang-undang No. 25 tahun 1992, maka badan hukum yang
dapat digunakan oleh BMT, meliputi : Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS)

dari Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), dan

191 Hertanto Widodo dkk, Panduan, him. 85.



Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Jika BMT menggunakan salah satu
dari tiga alternatif tersebut, maka BMT harus tunduk pada ketentuan
perkoperasian.'® Seperti yang tersebut di atas diatur Undang-undang No. 25
tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai dasar dari legalitas BMT di
Indonesia.

Secara umum prinsip operasional koperasi adalah membantu
kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong dan tentunya prinsip
tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu prinsip
gotong royong (ta’awun ‘ala al-birri) dan bersifat kolektif (berjemaah) dalam
membangun kemandirian hidup.® Kemandirian inilah sebagai salah satu
upaya dalam mewujudkan perkembangan untuk mencapai kemajuan ekonomi
negara.

Koperasi Serba Usaha (KSU) Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Mentari
Bumi Purbalingga merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank yang
secara legal standing bernaung kepada aturan koperasi Indonesia. BMT
Mentari Bumi Purbalingga secara badan hukum termasuk ke dalam kategori
Koperasi Serba Usaha, yang mana hal tersebut merupakan salah satu kategori
dari jenis badan usaha yang bernaung di bawah ketentuan aturan
perkoperasian (dalam hal ini UU No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian).
Adapun sasaran utamanya ditujukan kepada ekonomi masyarakat menengah
ke bawah, yakni kegiataan ekonomi mikro. Meski secara kedudukan di bawah

koperasi akan tetapi BMT tetap menjalankan usahanya berdasarkan prinsip

192 Muhammad Ridwan, Baitul, him. 120-121.
103 Nur S. Buchori, Koperasi Syariah (Jawa Timur : Kelompok Masmedia Buana Pustaka,
2009), him. 15.



syariah. Serta segala jenis produk dan pembiayaan BMT tetap menganut
kepada aturan pemerintah yang telah ada.'®*

Aktivitas yang dilakukan dalam manajemen dana BMT adalah
pelemparan dana atau pembiayaan yang sering juga disebut dengan lending —
financing. Istilah ini dalam keuangan konvensional dikenal dengan sebutan
kredit. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama
BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan.'®®
Upaya tersebut sebagai salah satu kegiatan usaha BMT untuk memutar dana
masyarakat yang terkumpul secara swadaya masyarakat. Sehingga dana dapat
dikendalikan dan dana tidak banyak yang menganggur tanpa adanya
penambahan keuntungan. Adapun proses dari kegiatan lending — financing
dalam BMT salah satunya adalah produk pembiayaan berdasarkan prinsip
jual beli.

Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli merupakan penyediaan
barang modal maupun investasi untuk pemenuhan kebutuhan modal maupun
investasi untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja maupun investasi. Atas
transaksi ini, BMT akan memperoleh sejumlah keuntungan. Karena sifatnya
jual beli, maka transaksi ini harus memenuhi syarat dan rukun jual beli.*®®
Dalam BMT bentuk pembiayaan jual beli yang digunakan adalah

pembiayaan jual beli murabahah. Adapun yang dimaksud dengan murabahah

adalah :

104 Sumber : hasil wawancara dengan Wahyu Triwibowo selaku Kepala Divisi
Accounting Ofiicer pada Hari Jum’at tanggal 11 Mei 2018, pukul 09 : 15 WIB.

1% Muhammad Ridwan, Baitul, him. 157.

1% 1bid., him. 161.
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“Murabahah secara bahasa adalah keuntungan yakni peningkatan dan
tambahan yang dihasilkan dari penjualan, dikatakan : aku
menguntungkan atas barang dagangan tersebut dengan cara murabahah,
yakni aku memberinya keuntungan, memberinya barang dengan cara
murabahah, yakni dengan cara keuntungan ada di kedua belah pihak.”
Sebagaimana pembiayaan murabahah di KSU BMT Mentari Bumi
Purbalingga sebagai salah satu upaya meningkatkan kegiataan lending-
financing BMT untuk meningkatkan keuntungan usaha. Menurut keterangan
dari Wahyu Triwibowo selaku kepala Divisi accounting ofiicer pembiayaan
murabahah merupakan salah satu pembiayaan yang paling banyak diminati
oleh masyarakat (nasabah) dalam pemenuhan kebutuhan mereka.'®
Sedangkan manfaat dari murabahah itu sendiri sangatlah banyak bagi
keuntungan bank syariah. Yang salah satunya adalah adanya keuntungan
yang muncul dari selisih harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem
murabahah juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan
administrasinya di bank syariah.*®
Murabahah yang berkembang sekarang merupakan adopsi dari teori
jual beli murabahah secara fikih klasik sebagai pengembangan dalam dunia

perbankan Islam. Upaya pengembangan dilakukan setelah diresmikannya

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Bagi

1 Muhammad ‘Usman Syabir, al-Mua ‘amalat al-Maliyah al-Mua’sirah (‘Amman : Dar
an-Nafais), him. 308.

%8 Sumber : hasil wawancara dengan Wahyu Triwibowo selaku Kepala Divisi
Accounting Officer pada Hari Kamis tanggal 7 Februari 2018, pukul 15 : 00 WIB.

% Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan (t.t. :
Diterbitkan atas kerja sama Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999), him. 127.



Hasil. Disebutkan dalam ayat (1) huruf b, termasuk pula kegiatan jual beli.
Sehubungan dengan ketentuan ini, maka akad yang boleh dikembangkan
dalam perbankan syariah adalah akad murabahah, yakni jual beli yang
melebihkan harga jual dari harga beli sesuai kesepakatan antara bank syariah
dan nasabah.''® Melalui Peraturan Pemerintah inilah sebagai cikal bakal awal
mula diberlakukannya kegiatan pembiayaan murabahah di dunia perbankan,
demi menjaga kemaslahatan masyarakat pemerintah melakukan deregulasi
secara bertahap (tadrij) terkait peraturan perbankan dan lembaga keuangan
syariah. Hal ini sebagai salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap
kenyamanan bertransaksi dalam dunia perbankan dan lembaga keuangan
syariah.

Jenis transaksi murabahah dalam dunia perbankan ataupun lembaga
keuangan syariah dapat memungkinkan adanya pembiayaan yang dilakukan
dengan ‘urbun (uang muka). Dewasa ini seluruh perbankan dan lembaga
keuangan syariah telah menerapkannya, tak terkecuali KSU BMT Mentari
Bumi Purbalingga. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan masyarakat di
era kontemporer ini semakin beragam bentuknya. Oleh karenanya, saat ini
mulai bermunculan bentuk-bentuk muamalah yang sudah keluar dari konsep
teori aslinya (dalam fikih).

Ketentuan secara praktik pembiayaan murabahah dengan ‘urbiin
(uang muka) telah diatur secara lebih rinci oleh Majelis Ulama Indonesia

(MUI) melalui fatwa yang dikeluarkan melalui Dewan Syariah Nasional

19 yadi Janwari, “Penerapan, Jurnal, him. 310.



(DSN). Tugas dan wewenang DSN sebagai sebuah lembaga yang wenang
dalam memberikan legitimasi hukum dalam segala bidang yang menyangkut
kegiatan muamalah (ekonomi). Disebutkan dalam fatwa DSN-MUI Nomor :
04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dan fatwa DSN-MUI Nomor :
13/DSN-MUI/XI111/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah.

Sebagaimana fatwa yang ada tersebut memberikan langkah mudah
kepada KSU BMT Mentari Bumi dalam menerapkan Prinsip ‘urbin (uang
muka) dalam pembiayaan murabahah. Prosesnya dilakukan ketika seorang
calon nasabah ingin membeli suatu barang melalui pihak BMT, namun pihak
calon nasabah sudah memiliki sejumlah uang akan tetapi masih belum cukup.
Oleh karenanya calon nasabah meminta kepada pihak BMT agar memberikan
talangan dana untuk pembelian suatu barang. Pembiayaan tersebut dinamakan
pembiayaan jual beli murabahah dengan ‘urbiin (uang muka).™*

Adapun bentuk pembiayaan murabahah dengan ‘urbin (uang muka)
itu sendiri dilakukan dengan beberapa ketentuan. Sebelum berbicara
mengenai ketentuan itu sendiri perlu diketahui bahwa pembiayaan
murabahah dengan ‘urban (uang muka) terdapat tiga pihak yang saling
berkaitan. Pihak pertama adalah pihak BMT, pihak kedua adalah nasabah,
dan pihak ketiga adalah dealer/ atau pihak yang menjual keperluan yang
dibutuhkan oleh pihak kedua/ nasabah.

Sedangkan bentuk pembiayaan murabahah dengan ‘urbin (uang

muka) dapat dilakukan dengan berbagai ketentuan. Ketentuan yang pertama

11 Sumber : hasil wawancara dengan Wahyu Triwibowo selaku Kepala Divisi
Accounting Officer pada Hari Jum’at tanggal 11 Mei 2018, pukul 09 : 00 WIB.



nasabah dapat memberikan uang muka kepada pihak ketiga (dealer atau
penjual barang yang dibutuhkan nasabah), adapun untuk kekurangannya
diajukan kepada pihak BMT untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah
untuk pelunasan pembelian barang secara murabahah. Sedang ketentuan yang
kedua nasabah dapat memberikan uang mukanya kepada pihak BMT dengan
akad wakalah serta meminta pihak BMT untuk memberikan tambahan uang
untuk pembelian suatu barang kepada pihak ketiga (penjual barang). Ketika
dengan cara yang kedua maka nasabah membeli barang pesanan nasabah
kepada pihak ketiga dengan akad wakalah, setelah mendapatkan barangnya
kemudian BMT menjualnya dengan pembiayaan murabahah.

Diketahui bahwa akad jual beli murabahah merupakan jual beli yang
menghasilkan keuntungan (margin) dari proses penjualan barangnya dengan
syarat ada penyampaian harga semula serta keuntungan yang diinginkan.
Oleh karenanya dalam pembiayaan murabahah dalam dunia perbankan dan
lembaga keuangan syariah pun dilakukan dengan cara yang demikian. Bahwa
pihak BMT menginginkan keuntungan (margin) atas pembiayaan murabahah
yang diajukan oleh nasabah. Demikianpun penentuan keuntungan (margin)
harus dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak yakni pihak nasabah dan
pihak BMT. 12

Dalam fikih istilah ‘urbin (uang muka) dinamakan sebagai bai’ al-
‘urban (jual beli uang muka), yakni pembeli membeli sesuatu dan

menyerahkan sebagian dari harga kepada penjual. Apabila jual beli terlaksana

112 Sumber : hasil wawancara dengan Wahyu Triwibowo selaku Kepala Divisi
Accounting Officer pada Hari Jum’at tanggal 11 Mei 2018, pukul 09 : 15 WIB.



maka uang tersebut dihitung sebagai bagian dari harga. Dan, apabila jual beli
tidak terlaksana maka penjual akan mengambilnya sebagai hibah dari
pembeli.** Dapat disimpulkan bahwa bai’ al- ‘urbiin sebagai salah satu akad
jual beli yang berbeda secara karakteristik dengan bai’ al-murabahah. Dalam
hal ini jJumhur ulama sendiri memperdebatkan akan kehalalan dari pada akad
bai’ al- ‘urban (jual beli uang muka).

Namun apabila nasabah dalam hal ini melakukan cidera janji/
wanprestasi atas perjanjian pembiayaan murabahah dengan ‘urbin (uang
muka), maka berlakulah ketentuan bagi nasabah. Ketentuan tersebut berupa
kebijakan berupa ganti rugi yang dibebankan kepada nasabah yang cidera
janji membatalkan pembelian barang atas barang yang telah dibeli oleh pihak
BMT dengan ‘urbin (uang muka) yang telah nasabah berikan di awal akad.
Dalam hal ini uang muka yang telah dibayarkan di awal akad sebagai ganti
rugi atas kerugian BMT, apabila jumlah uang mukanya belum menutupi,
nasabah diwajibkan untuk memberikan tambahan untuk menutupi kerugian
tersebut. Hal ini dilakukan sebagai punishment kepada nasabah agar dapat
bertanggung jawab atas perjanjian yang telah dibuat serta untuk
meminimalisir kemungkinan terjadinya wanprestasi ataupun cidera janji.
Begitulah kebijakan penerapan ‘urbun (uang muka) dalam pembiayaan

murabahah yang dilakukan di KSU BMT Mentari Bumi Purbalingga.'"

13 sayyid Sabiq, Fikih, 1V, him. 54.
14 Sumber : hasil wawancara dengan Wahyu Triwibowo selaku Kepala Divisi
Accounting Officer pada Hari Jum’at tanggal 11 Mei 2018, pukul 09 : 15 WIB.



D. Analisis Padangan Figh Terhadap Penerapan ‘Urban (Uang Muka)
dalam Transaksi Pembiayaan Murabahah di KSU BMT Mentari Bumi
Purbalingga

Teori keuangan syariah mendasarkan argumen bunganya kepada
konsep economic value of time. Konsep inilah yang memberikan argumentasi
ekonomi atas pelarangan riba dalam Islam. Faktor yang menentukan nilai
waktu adalah bagaimana seseorang memanfaatkan waktu itu. Semakin efektif
(tepat guna) dan efisien (tepat cara), maka akan semakin tinggi nilai
waktunya. Efektif dan efisien akan mendatangkan keuntungan di dunia bagi
siapa saja yang melaksanakannya. Oleh karena itu, siapapun pelakunya,
secara sunnatullah akan mendapatkan keuntungan di dunia.

Lebih dari itu, dalam Islam, keuntungan yang dicari bukan saja
keuntungan di dunia, tetapi juga di akhirat. Sehingga, pemanfaatan waktu itu
bukan saja efektif dan efisien, tapi juga harus didasari dengan keimanan.
Keimanan inilah yang akan mendatangkan keuntungan di akhirat."*> Berbagai
keuntungan tersebut dapat diperoleh dari perilaku bermuamalah yang baik
dan terhindar dari unsur ribawi, gharar, ataupun maisir. Oleh karenanya
perilakunya dapat diciptakan dengan berbagai akad yang menjunjung nilai-
nilai keridaan.

Al-Qur’an dan hadis untuk bidang selain ibadah makdah dan hukum
keluarga Islam hanya menentukan garis-garis besarnya saja yang tercermin

dalam dalil-dalil kulli (bersifat umum), magqashid al-syari’ah (tujuan hukum),

115 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan (Jakarta : PT Raja
Grafindo Persada, 2011), him. 503-504.



semangat ajaran dan kaidah-kaidah kulliyah. Hal ini tampaknnya, erat
kaitannya dengan fungsi manusia yang selain sebagai hamba Allah juga
sebagai khalifah fi al-ardh. Manusia mendapat amanah untuk senantiasa
mengemban tugas menjaga bumi untuk selalu bisa memakmurkan kehidupan
ini. Dalam kerangka inilah manusia harus bersikap kreatif, inovatif, kerja
keras dan berjuang. Dalam hal ini usaha-usaha manusia tersebut dalam bidang
barang dan jasa menghasilkan beraneka macam bentuk muamalah. Sedang
hukumnya pun terbatas dalam al-Qur’an dan hadis, dan bentuk-bentuk
mumalah tersebut menjadi persoalan-persoalan baru.*®

Salah satu pembahasan dalam penelitian ini adalah transaksi
pembiayaan jual beli murabahah dengan ‘wurbiin (uang muka), yakni salah
satu model pembiayaan dari beberapa jenis produk pembiayaan di KSU BMT
Mentari Bumi Purbalingga. Sesungguhnya transaksi pembiayaan ini
merupakan hasil dari adanya usaha-usaha manusia yang semakin beragam,
akhirnya muncullah beberapa konsep baru dalam pembiayaan, yang salah
satunya adalah pembiayaan murabahah dengan ‘urbin (uang muka), yang
mana belum pernah ada sebelumnya dalam teori fikih klasik.

Penjabaran dari pembiayaan ini sesungguhnnya terdapat dua teori
fikih, yakni akad bai’ al-murabahah (jual beli murabahah) dan bai’ al- ‘urbin
(Jual beli uang muka). Bai’ al-murabahah adalah akad jual beli dengan
menambahkan keuntungan dari setiap transaksinya. Bai’ al- ‘urbun adalah

istilah fikih yang dimaknai sebagai akad jual beli dengan uang muka. Bai’ al-

118 A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih (Jakarta : Kencana 2006), him. 128-129.



murabahah diadopsi dan digunakan sebagai salah satu pembiayaan dalam
perbankan dan lembaga keuangan syariah, sedangkan bai’ al- ‘urbin adalah
ungkapan yang diadopsi oleh perbankan dan lembaga keuangan syariah
sebagai istilah ‘urbin atau uang muka. Tentu istilah ‘urbian di sini sebagai
ungkapan penamaan terhadap uang muka jika dikaitkan dengan pembiayaan
murabahah. Dan ‘urbin dalam pembahasan pembiayaan murabahah di KSU
BMT Mentari Bumi Purbalingga ini, bukanlah lagi dinamakan sebagai akad
jual beli. Artinya ‘urbiin (uang muka) yang dimaksud dalam dunia perbankan
dan lembaga keuangan syariah (KSU BMT Mentari Bumi Purbalingga)
adalah uang muka dan bukanlah suatu akad jual beli seperti pada konsep
aslinya dalam fikih.

Fugaha memberikan definisi yang berbeda-beda terhadap murabahah.
Dalam karya Wahbah az-Zuhaili berjudul al-Figh al-Islami wa Adhillatuhu
memaparkan pendapat para fugaha yang diantaranya. Ulama Malikiyah
mendefinikan murabahah yakni menjual barang sesuai dengan harga
pembelian, dengan menambahkan keuntungan tertentu. Adapun menurut
ulama Hanafiyah, murabahah adalah memindahkan hak milik sesuai dengan
transaksi dan harga pertama (pembeli), ditambah keuntungan tertentu.
Sementara menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, murabahah adalah
menjual barang sesuai dengan modal yang dikeluarkan oleh penjual, dan di
keuntungan satu dirham setiap sepuluh dirham, atau yang sejenisnya, dengan

syarat kedua belak pihak (penjual dan pembeli) mengetahui modal yang



dikeluarkan penjual.**’ Dan sesungguhnya bahwa dalam pembahasan teori
murabahah tidak terdapat istilah ‘urbin (uang muka).

Dalam hal ini murabahah merupakan salah satu jenis jual beli amanah
(bai’ al-amanah). Karena di setiap transaksi perlu dijelaskan secara detil dan
komprehensif. Orang yang membeli suatu barang boleh menjualnya kembali
sesuai harga pokok, lebih rendah atau lebih tinggi daripada harga pokok, atau

sesuai harga standar.'*®

Yang mana jual beli amanah ini menekankan kepada
prinsip kepercayaan kepada kedua belah pihak yang melakukan transaksi dan
keduanya sama-sama saling memberikan kepercayaan di saat transaksi
berlangsung.

Sedangkan bai’ al- ‘urbin (jual beli uang muka), menurut Wahbah az-
Zuhaili memberikan definisinya dengan enam (bentuk bacaan) dalam cara
pengucapan kata us+). Tiga di antaranya yang paling fasih, yaitu ‘urbin,
‘arabin, dan ‘urban. Kata ‘urbun (uang muka) pada dasarnya adalah bahasa
non-Arab yang sudah mengalami arabisasi. Adapun arti dasar kata ‘urbiin
dalam bahasa Arab adalah meminjamkan dan memajukan.**°

Ibnu Qudamah dalam kitabnya berjudul al-Mughnz memberikan
gambaran bai’ al- ‘urbiin secara jelas dengan cara seseorang membeli suatu
barang dengan membayar uang muka satu atau dua dirham atau sejumlah

uang dengan syarat bila barang jadi dibeli maka akan dibayarkan total

harganya, tapi bila tidak maka uang muka menjadi milik si penjual dan tidak

17 Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islamz, V, him. 357.
118 \Wahbah az-Zuhaili, Fikikh Imam, 1, him. 671.
19 Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islam, V, him. 118.



bisa diambil kembali (hangus). Dan tersebut dinamakan sebagai ‘urbiin atau
urbun, ‘wrban, atau urban.'?

Sayyid Sabiq juga memberikan definisi ‘urbiin dengan mengambarkan
sebuah contoh yakni pembeli membeli sesuatu dan menyerahkan sebagian
dari harga kepada penjual. Apabila jual beli terlaksana maka uang tersebut
dihitung sebagai bagian dari harga. Dan, apabila jual beli tidak terlaksana
maka penjual akan mengambilnya sebagai hibah dari pembeli.***

Al-Qur’an tidak pernah secara langsung membicarakan tentang
murabahah, walaupun di sana terdapat sejumlah acuan tentang jual beli, laba,
rugi, dan perdagangan. Hadis Nabi SAW, juga tidak ada yang memiliki
rujukan langsung tentang murabahah. Para ulama generasi awal seperti Imam
Malik dan Imam asy-Syafi’i yang secara khusus mengatakan bahwa jual beli
murabahah adalah halal, tidak memperkuat pendapat mereka dengan satu
hadis apapun.*?

Namun karena perlunya sebuah rujukan yang membenarkan bai’ al-
murabahah. Oleh karenanya para fugaha harus membenarkan akad tersebut
dengan dasar yang lain. Maka dalam hal ini, secara legalitas hukum Islam
terhadap kedudukan bai’ al-murabahah tersebut didasarkan kepada dalil

keumuman jual beli, yakni :

s b gy

120 | bnu Qudamah, al-Mughni, V, him. 773-774.
121 sayyid Sabiq, Fikih, 1V, him. 54.
122 Bagya Agung Prabowo, Aspek, him. 25.



“Padahal Allah SWT, telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba.”** (Q.S : al-Bagarah [2] : 275).

Kandungan ayat di atas bersifat umum, yakni berhubungan dengan
halalnya setiap jual beli, kecuali terdapat dalil yang jelas baik dari al-Qur’an
maupun hadis yang melarangnya. Akan tetapi tidak ditemukan sakih dalil
berhubungan dengan keharamannya jual beli tersebut. Oleh karena itu, jual
beli tersebut secara hukum adalah mubah (boleh) karena zatnya (mubah
lidzatihi).***

Menurut al-Kaff seorang kritikus murabahah kontemporer,
menyimpulkan bahwa murabahah adalah salah satu jenis jual beli yang tidak
dikenal pada Nabi SAW, atau para sahabatnya. Menurutnya, para tokoh
ulama mulai menyatakan pendapat mereka tentang murabahah pada
seperempat pertama abad kedua hijriyah, atau bahkan lebih akhir lagi.
Mengingat tidak adanya rujukan baik di dalam al-Qur’an maupun hadis sahih
yang diterima umum, para fugaha harus membenarkan murabahah dengan
dasar yang lain.**®

Dalam tafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat tersebut, menjelaskan
bahwa jual beli adalah transaksi yang menguntungkan kedua belah pihak,
sedangkan riba merugikan salah satu pihak. Keuntungan yang pertama

diperoleh melalui kerja manusia; sedangkan yang kedua, yang menghasilkan

123 Departemen Agama RI, al-Qur’an, him. 48.
124 Eneng Hidayat, Fikih, him. 210.
12> Bagya Agung Prabowo, Aspek, him. 25.



adalah uang bukan kerja manusia. Jual beli menuntut aktivitas manusia,
sedangkan riba tanpa aktivitas mereka.?

Dalam kaidah fighiyyah disebutkan secara jelas :

PTapA 5 o o s pte e el onlaadd 5 a3t g oY)

“Bahwa asal dalam melakukan transaksi dan muamalah itu adalah sah

sehingga sampai adanya dalil yang menunjukkan batal dan keharaman

akad tersebut.”
Kaidah tersebut menjelaskan bahwa transaksi muamalah dalam hal barang
dan jasa asalnya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang
mengharamkannya. Tentunya kaidah tersebut sebagai upaya untuk mencapai
kemaslahatan umat manusia di bumi ini dalam segala praktik transaksi
muamalah.

Murabahah secara fikih klasik terdapat beberapa ketentuan yang
mendasarinya, menurut pendapat ulama mazhab Syafi’i adalah akad jual beli
murabahah menjadi sah manakala seorang pembeli mengetahui harga dan
seluruh biaya pengeluaran penjual atas barang yang menjadi objek transaksi.
Manakala pembeli tidak mengetahui sesuatu dari biaya yang telah
dikeluarkan maka tidak ada yang masuk darinya dalam akad kecuali jika
penjual menjelaskannya. Begitu juga harga berupa barang yang tidak
diketahui pembeli maka penjual harus menjelaskannya (menyebutkannya)

maka sahlah akad jual beli murabahah tersebut.*®

126 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hlm. 593.
127 |bnu Qayyim al-Jauziy, I’lam, 111, him. 107.
128 Abdurrahman al-Juzairi, Fikih, him. 478.



Sedangkan menurut mazhab Hanafi jual beli murabahah sah dengan
harga pertama disertai keuntungan, dengan berlakunya dua syarat. Syarat
yang pertama yakni mabi’ (barang yang dijual) berupa barang. Jika berbentuk
uang maka tidak sah. Yang kedua, harga barang serupa atau mendekati,
seperti pound, real, atau sejenisnya, begitu juga barang-barang yang ditakar,
ditimbang, atau dihitung perbiji dan seterusnya jika mendekati atau mirip.*#°

Berlakulah syarat-syarat terhadap jual beli murabahah, menurut
pendapat ulama fikih adalah sebagai berikut : Syarat yang pertama ialah
mengetahui harga pertama (harga pembelian) dimaksudkan agar transaksi
murabahah sah, pembeli kedua hendaknya mengetahui harga adalah syarat
sah dari jual beli. Syarat ini juga berlaku bagi semua saudara murabahah,
seperti tawliyah, isyrak dan wadhi’ah. Hal itu karena transaksi-transaksi
tersebut sama-sama tergantung pada modal pertama. Untuk itu, jika harga
pertama tidak diketahui, maka transaksi murabahah ini tidak sah sampai
harga pertamanya diketahui di tempat transaksi. Jika harga pertama tidak
diketahui sampai kedua belah pihak berpisah, maka transaksi tersebut
dinyatakan tidak sah.**

Kesimpulan yang dapat dijelaskan bahwa jual beli murabahah
menurut fikih klasik ialah jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak
(penjual dan pembeli). Dengan berlakunya syarat sahnya proses akad
murabahah diantaranya, penjual diharuskan memberikan informasi secara

jelas mengenai keadaan barang secara spesifik kepada pembeli disertai

129 1bid., him. 479.
130 Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islamz, V, him. 359.



penambahan harga jual dari harga awal pembelian sebagai keuntungan yang
diinginkan oleh penjual. Serta barang yang menjadi objek transaksi
murabahah harus ada wujudnya ketika akadnya disepakati oleh kedua belah
pihak dalam satu majelis. Artinya apabila penjual hanya menyerahkan uang
sebagai pengganti dari barang yang diinginkan oleh pembeli maka jual beli
murabahah tidak sah hukumnya.

Sedangkan murabahah dalam dunia perbankan saat ini dikenal dengan
istilah Murabahah Lil Amir Bisy-Syira’. Istilah ini merupakan istilah yang
relatif baru dan diperkenalkan pertama kali oleh Sami Hamoud dalam
disertasinya berjudul Tathwir al-‘Amal al-Masrafiyah Bima Yattafiq asy-
Syari’ah al-Islamiyyah. Namun, secara substansi, istilah ini dikenal oleh
ulama-ulama klasik dengan beragam penamaan. Menurut Sami Humoud,
Murabahah Lil Amir Bisy-Syira’ adalah transaksi jual beli seorang nasabah
yang datang kepada pihak bank untuk membelikan sebuah komoditas dengan
kriteria tertentu, dan ia berjanji akan membeli komoditas tersebut secara
murabahah, yakni sesuai dengan harga pokok pembelian ditambah dengan
tingkat keuntungan yang disepakati kedua pihak, dan nasabah akan
melakukan pembayaran secara installment (cicilan berkala) sesuai dengan
kemampuan finansial yang dimiliki.**"

Dalam dunia perbankan Islam murabahah merupakan hasil adopsi
dari pemikiran fikih klasik untuk memberikan pembiayaan jangka pendek

kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin si nasabah

131 |smail Nawawi, Fikih, him. 95.



tidak memiliki uang untuk membayar. Pembiayaan jual beli murabahah
dilakukan atas prinsip yang didasarkan pada dua elemen pokok yakni harga
beli serta biaya yang terkait, dan kesepakatan atas mark up (laba). Ciri dasar
kontrak murabahah (sebagai jual beli dengan pembayaran tunda) adalah
sebagai berikut : (i) si pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-
biaya terkait dan tentang harga asli barang, dan batas laba (mark up) harus
ditetapkan dalam bentuk presentase dari total harga plus biaya-biayanya; (ii)
apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang; (iii)
apa yang diperjual-belikan harus ada dan dimiliki oleh si penjual dan si
pembelin harus mampu menyerahkan barang itu kepada si pembeli; dan (iv)
pembayarannya ditangguhkan.**?

Dengan demikian yang dimaksud dengan pembiayaan murabahah
adalah akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual beli di mana bank
membiayai atau membelikan kebutuhan barang atau investasi nasabah dan
menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang
disepakati. Pembayaran nasabah dilakukan secara mencicil/ angsur dalam
jangka waktu yang ditentukan.*

Tentang hukum jual beli ‘urbiin (bai’ al- ‘urbun) ini, terjadi perbedaan
pendapat sejak masa sahabat, tabiin, sampai masa ulama mujahid. Perbedaan
pendapat tersebut baik yang membolehkan maupun yang melarangnya

masing-masing mereka mempunyai dalil yang menjadi rujukannya.**

132 Abdullah Saeed, Menyoal, him. 120.
133 Bagya Agung Prabowo, Aspek, him. 26.
134 Eneng Hidayat, Fikih, him. 208.



Mayoritas ulama merujuk kepada hadis Malik bin Anas dalam al-Muwatht/a,

yakni disebutkan :
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“Telah meriwayatkan Yahya dari Malik ibn Anas, dari seorang yang
tsigah, dari ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya
sesungguhnya Rasulullah SAW, telah melarang jual beli ‘urbiin.”

Juga disebutkan dalam Kitab Sunan Ibnu Majah terhadap hadis yang serupa :
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“Telah diriwayatkan kepada kami Hisyam bin ‘Ammar. Telah
diriwayatkan kepada kami Malik bin Anas. Berkata : Jelaskanlah
kepadaku dari ‘Amr dari ayahnya, dari kakeknya, sesungguhnya Nabi
SAW, melarang jual beli dengan cara memberikan uang muka.”

Motiv daripada larangan di sini ialah karena jual beli macam itu
mengandung dua macam syarat yang fasid. Pertama, bahwa apa yang
dibayarkan sebagai uang muka itu akan hilang sia-sia apabila ternyata pihak
pembeli tidak meneruskan pembeliannya atas barang tersebut. Kedua, adanya
syarat bahwa barang tersebut akan kembali pada si penjual manakala ternyata
si penjual tidak ingin melanjutkan menjual barangnya.**’

Menurut Imam Abt Hanifah dan para muridnya — sebagaimana

dikemukakan dalam kitab Fatawa al-Safdiy — bai’ al- ‘urbin termasuk ke

dalam jual beli yang fasid (rusak). Imam Malik berpendapat — sebagaimana

%% Imam Malik ibn Anas, al-Muwaththa, him. 438.

136 Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qaswini Ibnu Majah, Sunan, him. 689.

Y37 Al-Imam Muhammad Asy-Syaukani, Nailul Auzar Syarh Muntaga al-Akhbar min
Ahadis Sayyid al-Akhyar, terj. Adib Bisri Musthafa dkk (Semarang : CV. Asy-Syifa’, 1994), V,
him. 480.



dikemukakan dalam kitab al-Tahmid karya Abt ‘Amr bin ‘Abd al-Barr — bai’
al- ‘urbiin termasuk ke dalam jual beli yang batal. Imam asy-Syafi’i
berpendapat — sebagaimana dikemukakan dalam kitab al-Majmu karya an-
Nawawi — bai’ al- ‘urbin termasuk ke dalam jual beli yang batal. Dalam hal
ini beliau sependapat dengan Imam Malik. ‘7llat yang terdapat dalam
larangan bai’ al- ‘urbiin adalah karena terdapat dua syarat yang dipandang
fasid (rusak) **® karena dua syarat tersebut di atas.

Sedangkan menurut pendapat minoritas yang diwakili oleh Imam
Hanbali berpendapat membolehkan ‘urbin atau bai’ al- ‘urbin serta
mendhaifkan hadis tersebut riwayat Ahmad, an-Nasa’i, Aba Dawud, dan
Malik dalam al-Muwathtra.**® Dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam
karyanya yang berjudul bai’ al- ‘urbin, bahwa ulama dari Hanabilah
menerangkan dalam riwayat yang jelas, bahwa tidak apa-apa akad bai’ al-

‘urbiin dan akad tersebut adalah akad yang sah. Dalilnya adalah :

o dn oo don Qs ety + 8 il i 5 s e s 3 GG bl

10, Wb gl g o o8 o
“Hadis yang dikeluarkan oleh ‘Abd ar-Razzaq di dalam musnafnya dari
hadis Zaid bin Aslam bahwasanya (Rasulullah SAW, pernah ditanya,
tentang ‘wrbun dalam jual beli, maka Rasulullah SAW,
menghalalkannya)”

Sedangkan dalil lain  riwayat dari Nafi’ bin ‘Abd al-Harits, yang

mengkisahkan sahabat Umar bin Khattab r.a pernah melakukannya :

138 Eneng Hidayat, Fikih Jual, him. 213.
39 Ibid., him. 208.
149 \Wahbah az-Zuhaili, Bai’, him. 6.
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“Nafi” bin ‘Abd al-Harits§ membelikan rumah penjara untuk sahabat

Umar dari Safyan bin Umayah seharga empat ribu dirham, jikalau

sahabat Umar rida maka jual beli diteruskan, jika tidak rida maka batal

dan Safyan mendapatkan empat ratus dirham.

Dan dari cerita ini Imam Ahmad berpendapat tidak apa-apa jual beli

dengan uang muka karena sahabat Umar pernah melakukannya.”
Riwayat kedua hadis inilah yang dijadikan alasan oleh Imam Ahmad bin
Hanbal membolehkan bai’ al- ‘urbiun . Dan demikian didukung oleh gaul as-
sahabi yang membenarkan akan hujjah tersebut.

Yang terang, bahwa hadis yang dikemukakan dalam jual beli ‘urbin
memberikan petunjuk diharamkannya jual beli dengan uang muka. itulah
pendapat jumhur ulama. Namun pendapat tersebut ditentang oleh Imam
Ahmad yang memperbolehkannya. Imam Ahmad berpedoman pada riwayat
dari Umar dan Abdullah bin Umar. Yang menunjukkan atas hal itu ialah hadis
Zaid bin Aslam yang terdahulu. Yang diungggulkan ialah pendapat jumhur
ulama. Soalnya hadis ‘Amr bin Syu’aib itu diberlakukan dari beberapa jalur
dimana sebagian saling menguatkan sebagian yang lain.**

Imam Ahmad memvonis da’if hadis yang diriwayatkan dalam
masalah jual beli dengan sistem uang muka. sedangkan dewasa ini, jual beli

dengan memakai sistem uang muka telah menjadi dasar komitmen dalam

hubungan bisnis yang dijadikan sebagai perjanjian memberi kompensasi

L 1bid., him. 6.
142 Al-mam Muhammad Asy-Syaukani, Nailul, V, him. 480.



bahaya bagi pihak lain karena resiko menunggu dan tidak berjalannya
usaha.**®

Majid Aba Rukhiyah dalam kitab Hukm al-‘Urbin fi al-Islam
sebagaimana dikutip oleh Abii Hisam at-Tarfawi berpendapat bahwa
bermuamalah dengan cara al- ‘urbun (uang panjar) adalah diperbolehkan.
Pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ahmad kaitannya dengan hukum
bai’ al- ‘urbin adalah pendapat yang lebih utama untuk diambil.**

Sedangkan konsep pembiayaan murabahah dengan ‘wurbiun (uang
muka) sendiri juga telah diatur di dalam fatwa DSN MUI Nomor : 04/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Murabahah dan Nomor : 13/DSN-MUI/X111/2000
tentang Muka Muka dalam Murabahah. Konsep ini sebagai sebuah
perkembangan dari adanya kebutuhan masyarakat yang menginginkan
legitimasi hukum terhadap suatu praktek transaksi muamalah dalam dunia
perbankan. Hukum atau suatu peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah
merupakan hasil kebutuhan suatu masyarakat atas perilaku masyarakat yang
semakin dinamis, sedangkan sifat dari pada hukum atau suatu peraturan
sendiri justru sebaliknya (statis). Oleh karenanya untuk mengimbangi
perilaku masyarakat yang dinamis maka suatu hukum ataupun peraturan
diperlakukan secara dinamis pula untuk menjawab dari adanya pengaruh
globalisasi. Penerapan wurbin dalam pembiayaan murabahah disebutkan
dalam poin 4 sampai dengan poin 7 (a) dan (b) Fatwa DSN-MUI Nomor :

04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Diantaranya sebagai berikut :

143 \Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islamz, V, him. 120.
144 Eneng Hidayat, Fikih Jual, him. 212.



Bagian Kedua : Ketentuan Murabahah kepada Nasabah

“(4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk
membayar uang saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan;

(5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil
bank harus dibayar dari uang muka tersebut;

(6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung
olen bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada
nasabah;

(7) Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari
uang muka, maka :

(a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal
membayar sisa harga;

(b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank
maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat
pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah

wajib melunasi kekurangannya”.**

Dan dalam fatwa Nomor : 13/DSN-MUI/XII1/2000 tentang Muka
Muka dalam Murabahah disebutkan :
Bagian pertama : Ketentua Umum Uang Muka

6. Dalam akad pembiayaan murabahah, Lembaga Keuangan Syariah

(LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah

pihak bersepakat.

Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.

8. Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus
memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.

9. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat
meminta tambahan kepada nasabah.

10. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus
mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.

e

Bagian kedua

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi
perselisinan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai
kesepakatan melalui musyawarah.

14> Majelis Ulama Indonesia, Himpunan, him. 64.



Pembiayaan murabahah dengan konsep ‘urbiin (uang muka) di KSU
BMT Mentari Bumi mendasarkan kepada ketentuan fatwa DSN MUI yang
telah ada, yakni seperti penjelasan sebelumnya pada bab ini. Legitmasi
hukum melalui fatwa inilah memberikan sebuah batasan terhadap perilaku
kedua belah pihak yang bertansaksi (nasabah dan pihak BMT). Bahwa
nasabah tidak diperkenankan melakukan cidera janji (wanprestasi) secara
semena-mena demi kepentingan pribadi atas kesepakatan yang ia buat dengan
pihak BMT. Begitupun pihak BMT tidak dibolehkan meminta ganti rugi
melebihi harga barang yang menjadi objek transaksi.

Syarat mengganti kerugian atas bank yang disebabkan oleh nasabah
apabila nasabah menolak/ membatalkan pembelian barang yang telah ia pesan
sebelumnya di awal akad, maka konsekuensinya nasabah diwajibkan
menggantinya dengan ‘urbin (uang muka) yang telah dibayarkan di awal
akad dan tidak boleh melebihi harga barang. Uang muka yang diambil oleh
pihak BMT adalah sebagai ganti atas kerugian dan bukanlah hibah. Berbeda
dengan hibah, karena hibah yang dimaksud oleh jumhur ulama di sini sebagai
pemberian secara cuma-cuma. Akan tetapi ketentuan dalam fatwa dan KSU
BMT Mentari Bumi Purbalingga uang muka yang diambil merupakan ganti
kerugian atas cidera janji yang dibuat oleh nasabah. Hal demikian ditujukan
untuk melindungi hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang berserikat.

The majority of the figh schools rely on a hadith that prohibits bai’ al-
‘urbin. They also argue that the bai’ al- ‘urbin involves ambiguities and

uncertainties (gharar) and taking another person’s money without proper



conpensation. They condiser bai’ al- ‘urbiin as a prohibited and void (batil)
contract. According to the Hanafis, bai’ al-‘urbin is a voidable (fasid)
contract. According to Imam Ahmad ibn Hanbal, the hadith on bai’ al- ‘urbiin
is a weak hadith, and he argues for its permissibility based on another hadith.
The Hanbali jurists have also argued for the permissibility of ‘urbiin in a lease
contract. However, the hadith relied on by the Hanbali jurists is also proven
to be weak. *°
“Menanggapi hal demikian menurut mayoritas ulama fikih yakni
bergantung pada sebuah hadis yang melarang bai’ al- ‘urbin. Mereka
juga berpendapat bahwa bai’ al- ‘urbiin melibatkan ambiguitas dan
ketidakpastian (gharar) dan mengambil uang orang lain tanpa adanya
konpensasi yang tepat. Mereka mengondisikan bai’ al- ‘urbiin sebagai
kontrak yang dilarang dan batal (baril). Menurut Hanafi, bai’ al- ‘urbiin
adalah kontrak yang bisa dihapus (fasid). Menurut Imam Ahmad ibn
Hanbal, hadis di bai’ al-‘urbin adalah hadis yang lemah, dan ia
berpendapat untuk kebolehannya berdasarkan hadis lain. Para ahli
hukum Hanbali juga telah memperdebatkan diizinkannya ‘urbin dalam
sebuah kontrak leasing. Namun, hadis yang diandalkan oleh para ahli
hukum Hanbali juga terbukti lemah.”

Ibnu Qudamah dalam kitabnya berjudul al-mughni memberikan
sebuah contoh kasus apabila pembeli membayar kepada penjual satu dirham
sebelum jual beli dan berkata, “Jangan jual barang ini kepada orang lain.
Kalau ternyata aku nanti tidak jadi membelinya maka satu dirham ini
untukmu”. Selanjutnya dia jadi membeli dengan akad baru dan satu dirham
tadi masuk hitungan sebagai uang muka, maka dianggap sah. Sebab, jual beli

bersih dari syarat-syarat yang merusak. Ada kemungkinan jual beli yang

dilakukan oleh Umar adalah seperti ini bentuknya. Ini dipahami demikian

146 Muhammad Yusuf Saleem, Islamic, him 19.



untuk menyelaraskan semua hadis yang ada dengan giyas serta pendapat para
ulama yang menolak jual beli ‘wrbin.**’

Namun menurut ulama fikih yakni bergantung pada sebuah hadis yang
membolehkan bai’ al- ‘urbin, yakni ulama Hanabilah memberi argumen
bahwa bai’ al- ‘urbin termasuk ke dalam jenis jual beli yang mengandung
kepercayaan dalam bermuamalah, yang hukumnya diperbolehkan atas dasar
kebutuhan (hajat) menurut pertimbangan ‘wrf (adat pertimbangan).'*® Serta
Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya yang berjudul al-Figh al-Islami wa
Adillatuhu memberikan pendapatnya mengenai permasalahan ini, bahwa jual
beli dengan urbin itu sah dan halal dilakukan berdasarkan ‘urf (tradisi yang
berkembang). Karena dewasa ini jual beli dengan sistem uang muka telah
menjadi dasar komitmen dalam hubungan bisnis yang dijadikan sebagai
perjanjian kompensasi bahaya bagi pihak lain, karena resiko menunggu dan
bahaya berjalannya usaha. Selain itu hadis-hadis yang diriwayatkan dalam
kasus jual beli ini, baik yang dikemukakan oleh pihak yang pro maupun yang
kontra tidak ada satupun hadis yang sahih.**

Dalam hal ini alasan daripada da’if nya hadis yang dijadikan sandaran
hukum oleh jumhur fugaha terhadap pelarangan bai’ al- ‘urbiin yakni sebagai
berikut :
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“Karena hadis yang diriwayatkan oleh Syu’aib dari ayahnya
(Muhammad bin Abdullah) tidak disebutkan oleh khalifah generasi
pertama dari ahli Thaif, Sunan Ibnu Hibban, bahwa Sunan Bukhari,
Sunan Abii Daud dan lain-lainnya. Bahwa mereka hanya menyebutkan
riwayat dari kakeknya yang bernama (‘Abdullah bin ‘Amr). Sedangkan
hadis yang diriwayatkan oleh ayahnya (Muhammad bin ‘Abdullah)

hanya sedikit pendapat yang meriwayatkannya. Oleh karenanya hal
demikian diragukan oleh ulama ahli hadis.”

Sedangkan alasan ¢a’ifnya daripada sandaran hukum yang digunakan
oleh ulama yang membolehkan bai’ al- ‘urbin yakni riwayat tersebut dinilai
mursal, dan di dalamnya terdapat nama Ibrahim bin Abi Yahya, seorang
perawi yang lemah.™ Dijelaskan dalam kitab Tahdibu at-Tahdib daripada

riwayat Ibrahim bin Abt Yahya :

-
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“Yahya bin Sa’id al-Qatan berkata, saya bertanya kepada Imam Malik
tentang lbrahim bin Aba Yahya, apakah lbrahim bin Abt Yahya
tsigah? Jawab Imam Malik tidak, dia di dalam agamanya tidak tsigah.
Abdullah bin Ahmad berkata dari bapaknya Ibrahim bin Abt Yahya itu
pengikut Qodariyyah dan Mu tazillah Juhmiyyan semua petaka ada
padanya. Dan Abt Talib berkata dari Ahmad, bahwa hadisnya Ibrahim
bin Abt Yahya tidak dibukukan. Serta para ulama meninggalkan
hadisnya Ibrahim bin Aba Yahya, dikarenakan Ibrahim bin Aba Yahya
meriwayatkan hadis-hadis mungkar yang tidak ada asal-usulnya.

150 Ahmad bin “Ali bin Hajar al-Asqalani, Tahdibu at-Tahdib (Beirat : Dar al-Kitab al-
‘Ilmiyyah, 1425 H/ 1994 M), IV, hlm. 324.

1 Al-Imam Muhammad Asy-Syaukani, Nailul, V, him. 480.

152 Ahmad bin “Ali bin Hajar al-Asqalani, Tahdibu, 1, him. 143.



Ibrahim bin Aba Yahya mengambil cerita-cerita orang dan meletakkan
dalam bukunya.”

Menurut Abti Hisam ad-Din at-Tarfawi pendapat yang kuat adalah
pendapat mereka yang membolehkan bai’ al- ‘urbiin. Hadis yang dijadikan
argumen Imam Malik dan Imam Syafi’i (keduanya sama-sama melarang)
adalah tidak bisa dijadikan hujjah. Alasannya karena hadisnya termasuk hadis
da’if. Adapun kebolehan mengenai bai’ al- ‘urbiin ini telah diakui oleh
sahabat dan tabiin sebagaimana telah disebutkan di atas, dan tidak ada
sahabat Nabi SAW, yang menolak kebolehannya. Oleh karena itu, dalam hal
ini pendapat sahabat lebih diutamakan daripada pendapat lainnya.*

Terangnya, bahwa hadis yang dikemukakan dalam jual beli ‘urbiin
memberikan petunjuk diharamkannya jual beli dengan uang muka. itulah
pendapat jumhur ulama. Namun pendapat tersebut ditentang oleh Imam
Ahmad yang memperbolehkannya. Imam Ahmad berpedoman pada riwayat
dari Umar dan Abdullah bin Umar. Yang menunjukkan atas hal itu ialah hadis
Zaid bin Aslam yang terdahulu. Yang diungggulkan ialah pendapat jumhur
ulama. Soalnya hadis ‘Amr bin Syu’aib itu diberlakukan dari beberapa jalur
dimana sebagian saling menguatkan sebagian yang lain.*™>

Sebagaimana pandangan Wahbah az-Zuhaili mengenai penerapan
urbin dikategorikan sebagai salah satu ‘urf (kebiasaan) yang didasarkan
kepada perilaku masyarakat itu sendiri di era kontemporer ini. Oleh

karenanya dalam kaidah fighiyyah yang berbunyi :

153 Eneng Hidayat, Fikih Jual, him. 215.
>4 Al-Imam Muhammad Asy-Syaukani, Nailul, V, him. 480.



155 1583 b3l

“Adat (dipertimbangkan di dalam) menetapkan hukum.”
Sebagai suatu adat/ kebiasaan baik (‘urf sahih) yang tidak bertentangan
dengan syariat Islam. Sekaligus penerapan ‘urbin (uang muka) merupakan
usaha dalam mencapainya suatu kemudahan dalam bermuamalah. Sedangkan
adanya peraturan pemerintah yang memberikan legitimasi terhadap uang
muka dalam pembiayaan murabahah sebagai langkah antisipasi jikalau
terjadi cacat cidera/ wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, dalam
hal ini dapat diproses secara ketentuan perundang-undangan atau legitimasi
peraturan pemerintah yang berlaku. Karena kemadaratan harus dihilangkan
sebagaimana bunyi kaidah :

156 3‘]3_3« |

“Kemudaratan harus dihilangkan”.
Oleh karenanya dapat tercapailah sebuah transaksi yang diridai oleh Allah
dan mencapai keridaan antara kedua belah pihak yang berserikat.

Wahbah az-Zuhaili dalam karyanya yang berjudul bai’ al- ‘urbiin,
memberikan pendapatnya terhadap persoalan ‘urbin dalam jual beli
murabahah.
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155 Abi Bakar bin Abii al-Qasim al-Ahdali al-Yamani asy-Syafi’i, Syarah al-Faraid al-

Bahiyyah fi Nazam al-Qawa’id al-Fighiyyah (Beirtt : Resalah Publishers, 1430 H/ 2009 M), him.

44,

156 |bid., him. 48.
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“Dan menyimpulkan dalam bai’ al- murabahah disyaratkan beberapa
syarat sahnya jual yang umum, dan beberapa syarat yang khusus pada
bai’ al- murabahah, dan di antaranya pembeli diharuskan mengetahui
harga awal pembelian barang di tempat akad, dan pembeli mengetahui
kadar keuntungan atau kerugian di tempat akad, dan adanya modal
utama serta keuntungan atau kerugian itu berupa mata uang yang
berlaku di dalam muamalah, atau yang sejenisnya, yaitu takaran,
timbangan, ukuran, dan hitungan yang mendekati, dan jual belinya itu
tidak membuahkan keuntungan riba, seperti menukar satu karung
gandum dengan satu setengah karung gandum, dan adanya akad yang
pertama yang menjadikan penjual memiliki barang dagangan itu harus
sah dan tidak rusak.

Maka ketika syarat-syarat umum dan khusus ini sudah terpenuhi,
dibolehkan jual beli murabahah dengan ‘urbiin (uang muka). karena hal
trasaksi tersebut sudah seperti jual beli yang lain, akan tetapi ketika
akadnya mengandung riba, missal menjual dua sa’ gandum dengan tiga
sa’ sya’tr (sejenis gandum), diwajibkan adanya serah terima di dalam
majelis (tunai), kemudian jika dibayar secara tangguh maka akadnya
akan rusak karena mengandung riba, dan uang muka akan
mendatangkan penangguhan, maka akad dalam hal ini rusak bukan akad
yang lainnya.”

Seperti dalam hadis sakih yang diriwayatkan oleh Abt Daud dan al-

Hakim dari Abti Hurairah dikatakan bahwa :
158 (("g'b”“ ‘51; ao}/la }S\) : ij i w‘éﬁ‘ J@j

“Nabi SAW, berkata : (Transaksi sesama orang orang Islam itu harus
sesuai dengan syarat kedua belah pihak)”.

157 \Wahbah az-Zuhaili, Bai’, him. 15-16.
158 1bid., him. 8.



Dan dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh al-Hakim dari Anas dari
‘Aisyah, bahwa :
159 (IS G B 5 U g Ko O3l : oy ade i Lo 1 065
“Nabi SAW, berkata : (Muamalah di antara orang Islam yaitu ketika
sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati maka akan sesuai dengan
kehendak Allah SWT)”.

Berdasarkan deskripsi dan analisis hukum terhadap penerapan ‘urbiin
dalam pembiayaan murabahah di KSU BMT Mentari Bumi Purbalingga,
hasilnya jika dilihat dari fenomena yang terjadi di masa sekarang penerapan
‘urbin (uang muka) dalam pembiayaan murabahah diperbolehkan selama
tidak ada pihak yang dirugikan. Penerapan ‘urbun (uang muka) dalam
pembiayaan murabahah di KSU BMT Mentari Bumi merupakan salah satu
solusi kemudahan untuk para calon nasabah membeli suatu barang dengan
cara pembiayaan jual beli murabahah. Serta didasarkan kepada
pertimbangan-pertimbangan bahwa :
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“Dan karena umumnya di masyarakat dalam bermuamalah untuk
membolehkan dan menetapkan uang muka. Serta karena kebutuhan
masyarakat terhadap uang muka keberadaannya sebagai transaksi/ akad
itu akan berlangsung dan menjadi jaminan berlangsungnya muamalah
dengan menyandarkan kepada beberapa hal yang sesuai dengan syariat
yaitu menunaikan akad-akad itu.” Seperti firman Allah SWT, yang
berbunyi :

< sy gl e ool el

159 1hid., him. 8.
180 Ipid., him. 7.



“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.”*** (Q.S : al-
Maidah [5] : 1).

Sedangkan ketentuan atas pembebanan ganti kerugian atas cidera janji
dibebankan kepada nasabah dengan uang muka yang telah dibayarkan di awal
akad adalah ketetapan dalam Fawta DSN-MUI yakni Nomor : 04/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Murabahah dan Nomor : 13/DSN-MUI/X111/2000
tentang Uang Muka dalam Murabahah. hal ini ditujukkan untuk kesungguhan
nasabah dalam permintaan pembiayaan dengan murabahah khususnya
dengan ‘urbin (uang muka). Bahwa agar dalam pelaksanaan akad murabahah
dengan urbin (uang muka) tidak ada pihak yang dirugikan. Dan asas rida
kedua belah pihak dapat tercapai sebagaimana mestinya. Sehingga transaksi
tersebut pun mendapat keridaan dari Allah SWT.

Begitu juga Majid Aba Rukhiyah — sebagaimana telah disebutkan di
atas — mengemukakan pendapat Hanabilah kaitannya dengan hukum bai’ al-
‘urbiin adalah pendapat yang lebih utama diambil. Akan tetapi menurut
pendapatnya yang lebih utama adalah mengembalikan uang panjar/ uang
muka (‘urbiin) apabila pembeli tidak jadi membeli barang. Hal itu termasuk
ke dalam igalah (membatalkan transaksi). Sedangkan igalah hukumnya
adalah sunnah bagi orang yang menyesal baik dari pihak penjual atau pihak
pembeli.

Hal senada dikemukakan pula oleh Husein ‘Afanah : “Pendapat yang

mengatakan boleh hukumnya bai’ al- ‘urbiin adalah pendapat yang lebih kuat.

181 Departemen Agama RI, al-Qur’an, him. 107.



Alasannya karena tujuannya untuk menegakkan kemaslahatan hamba dan
tidak ada dalil khusus yang melarangnya berasal dari Rasulullah SAW, dan
telah diakui bahwa adanya uang panjar ( ‘urbiin) itu merupakan sebuah tali
pengikat kepercayaan dalam bidang perdagangan kontemporer.*®?

Serta untuk menjaga kehati-hatian demi mencapai praktik muamalah
yang dihalalkan dan menjauhkan dari praktik yang haram, praktik ‘urbiin
(muka muka) dalam transaksi pembiayaan murabahah tidak dijadikan satu
kesatuan dalam sebuah akad transaksi perjanjian. Hal ini dikarenakan uang
muka dalam fikih disebut sebagai akad bai’, yakni bai’ al- ‘urbin (jual beli
uang muka) dan murabahah yakni disebut sebagai bai’ al-murabahah,
keduanya merupakan dua akad jual beli yang memiliki perbedaan
karektiristik. Oleh dari itu, seharusnya dibuatlah dua akad yang berbeda
dalam waktu yang berbeda pula, karena sesuai hadis nabi SAW, yang
melarang adanya dua akad transaksi dalam satu transaksi muamalah, yang
berbunyi sebagai berikut:
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Akan tetapi masih menjadi satu kesatuan perjanjian transaksi pembiayaan

murabahah dengan ‘urbin (uang muka).

162 Eneng Hidayat, Fikih Jual, him. 215.
193 Ibnu Hajar al-Asqalani, Buliighu al-Maram (Surabaya : Dar al-‘Ilmi, t.t.), hlm. 162.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah penyusun melakukan penelitian terhadap objek penelitian
yakni penerapan ‘urbin (uang muka) dalam pembiayaan murabahah di KSU

BMT Mentari Bumi Purbalingga. Kini berdasarkan penelitian yang telah

dilaksanakan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa penerapan ‘urbun (uang muka) dalam pembiayaan murabahah di
KSU BMT Mentari Bumi Purbalingga diawali dengan cara dimana calon
nasabah yang akan melakukan pembiayaan murabahah dengan ‘urbiin
(uang muka) diharuskan menyerahkan uang muka kepada pihak BMT.
Pihak BMT membelikan barang pesanan, lalu menjualnya dengan akad
murabahah dan uang muka sudah termasuk pembayaran barang. Adapaun
penambahan margin sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Namun,
apabila dalam proses transaksi tersebut nasabah melakukan cidera janji
(wanprestasi) dengan membatalkan pembelian barang yang telah ia pesan,
maka nasabah dibebankan mengganti kerugian barang dengan uang muka.
Sedangkan apabila uang muka tersebut tidak mencukupi seluruh biaya
kerugian, maka nasabah diwajibkan untuk memberi tambahan atas
kekurangannya.

2. Ditinjau dari hukum Islam, penerapan ‘urbiin (uang muka) dalam

pembiayaan murabahah boleh dilakukan serta sesuai hukum Islam. Serta

92



dikuatkan dengan Fatwa DSN-MUI, yakni Fatwa Nomor fatwa DSN-
MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dan fatwa DSN-
MUI Nomor 13/DSN-MUI/XI11/2000 tentang Uang Muka Dalam

Murabahah.

B. Saran

1. Untuk menjaga kehati-hatian demi mencapai praktik muamalah yang
dihalalkan, perjanjian akad yang dibuat haruslah dibuat menjadi dua kali
akad transaksi. Hal ini dikarenakan uang muka dalam fikih disebut akad
bai’, yakni bai’ al- ‘urbun (jual beli uang muka) dan murabahah disebut
bai’ al-murabahah, keduanya merupakan dua akad jual beli dengan
karektiristik yang berbeda. Oleh dari itu, seharusnya dibuatlah dua akad
yang berbeda dalam waktu yang berbeda pula, akan tetapi masih menjadi
satu kesatuan perjanjian transaksi pembiayaan murabahah dengan ‘urbiin
(uang muka).

2. Bagi pihak BMT dan nasabah dalam membuat perjanjian akad
pembiayaan murabahah dengan ‘urbun (uang muka) dibuatlah kontrak
yang jelas, baik dari segi pembuataan akad serta perlindungan terhadap
hak dan kewajiban yang timbul di antara keduanya. Sehingga apabila
terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dapat dibuktikan dan

dipertanggungjawabkan.



C. Kata Penutup
Demikian hasil penelitian (skripsi) yang penulis susun. Tidak ada
satupun makhluk yang sempurna kecuali Dia sang Khalig, begitupun hasil
penelitian ini, maka saran dan kritik sangat penulis harapkan. Untuk itu,
semoga di balik ketidaksempurnaan karya ini, semoga dapat memberikan
sumbangsih bagi ilmu pengetahuan dan manfaat bagi para pembaca yang

budiman. Amin.
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